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ABSTRAK

Nama : Tri Julyanto
Program Studi . Kenotariatan
Judul . Analisis Yuridis Penerapan Charter Hubund&orporasi

dengan dan Antar Anak Perusahaan

Tesis ini membahas mengenai penerapan charter abukorporasi
dengan dan antar anak perusahaan. Tujuan dibertukmrter untuk mengatur
pembagian tugas, wewenang, sinergi, koordinasi #amunikasi antara
perusahaan induk sebagai penanggung jawab dan vpamgasaha / kegiatan
dengan anak perusahaan sebaggrating arm dari perusahaan induk dalam
pencapaian strategi maupun pelaksanaan operagionalmencapai kepentingan
yang terbaik bagi perusahaan induk. Tesis ini méabg@ula mengenai tanggung
jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Sapamsahaan induk dan
anak perusahaan dengan adanya charter tersebuamDh&l ini, penulis
mengambil contoh yaitu charter yang dipergunakarXPyang merupakan badan
usaha yan bergerak di bidang usaha minyak dan gas, l[@alam melakukan
kontrol terhadap anak-anak perusahaan yang dibeydaukDalam charter PT X
tersebut, disebutkan bahwa pemberlakukan charter dilakukan melalui
mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dari masingegnaask perusahaan
hulu. Sehingga apabila tidak diterapkan melalui anédme Rapat Umum
Pemegang Saham, maka charter tersebut belum miekekkatan mengikat bagi
anak perusahaan hulu.

Kata kunci:
Charter, Perusahaan Induk, Anak Perusahaan.
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ABSTRACT

Name : Tri Julyanto
Study Program  : Kenotariatan
Title . Law Analysis on the Application of Chartef Corporate

Relation between and Inter-Subsidiary Company

This thesis is concerning the application of chaakecorporate relation
between and inter-subsidiary company. The purpbski® charter is to regulate
the distribution of duties, authorities, synerggpination, and communication
between the holding company as the responsible y/paretaker and
business/activities supervisor with subsidiary campas the operating arm of
holding company in strategy performance and oparati implementation in
order to achieve the best interest of the holdioghgany. This thesis also
concerning the responsibilities of Board of DirestoBoard of Commissioners,
and Shareholders of holding company and its sulrsesi by the existence of such
charter. In this matter, writer takes an examge,dharter that used by PT X, is a
business entity in oil and gas sector, in condgctihe control against its
subsidiaries. In such charter of PT X stated thatenforceability of this charter is
conducted through the mechanism of General Meetir8hareholders of each of
subsidiaries. In consequence of the General Meatihghareholders is not
conducted, such charter has not had a bindingtdfiets subsidiaries.

Key words:
Charter, Holding Company, Subsidiary.

Universitas Indonesia
Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012



DAFTAR IS

HALAMAN JUDUL. ..o e et e e e e e i
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS. ... il
LEMBAR PENGESAHAN ....ooiiiii e e il
KATA PENGANTAR .ot reee e e st e et e e e eab e s eaaa e \Y
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS........cooviiiiieeeieeeeeieeees \Y;
AB ST RAK o Vi
DA T AR ISl o viii
1
BAB I. PENDAHULUAN i e 1
l.1. Latar BelaKang.........cooooiiiiiiiis i i e 4
1.2. Permasalahan .......cocoiiiiiiiii i i e 4
[.3.  Tujuan Penelitian ... s 5
1.4. Metode Penelitian .........ccooiiiiiiiiie i i, 5
I.5. Sistematika Penulisan ..........coooviiiiiii i e

BAB II.TINJAUAN TEORITISDAN ANALISISYURIDIS
PENERAPAN CHARTER HUBUNGAN KORPORASI

DENGAN DAN ANTAR ANAK PERUSAHAAN .......cccoiviiiieieeen, 7
[I.1.  Analisis Yuridis Charter Hubungan Korpor&#ngan Dan Antar
ANak Perusanaan..........cccoooiiiiiiiiiieiei e 7
[1.1.1. Tujuan Charter PT X..........iuiiimiiceeemeeeeeeeeeeeeaeesaaaaa s 8
[1.1.2. Penerapan Charter PT X.......oooiiiee e, 9
[I.2.  Tinjauan Teoritis Charter Hubungan Korporsingan Dan Antar
ANAK Perusanaan..............vciiiiiiiiiiiimian it s asses e e s s aeeeeeeeeeenenneens 16
[1.2.1. Penggunaan Istilah Charter..........cccccece oo, 35
[1.2.2. Penerapan Charter ... 36
[1.3. Tinjauan Teoritis Perusahaan dan Anak?2
PErUSANAAN. ... ..ottt
[1.3.1. Teori Korporasi di INndonesia .........cccceveeeeiieeieeeiiiiiiiiinnnn 42
[1.3.2. Pengertian Perusahaan..............coceeeeeuciiiiiiieeeiiiieiieeiiiiiinnns 44
[1.3.3. Istilah-istilah yang digunakan dalam Grugrisahaan.......... 46
[1.3.4. Hubungan Hukum Perusahaan dengan Anak &esas ...... 50
[1.3.5. Peran Organ Perusahaan ...........ccccceeeeeiiiiiiieiiiiiiiiinnn 50
[1.3.6. Tinjauan Teoritus Asas Hukum Perusahaan..................... 63
BAB HTT.PENUTUP ... e e e e 75
L1, KeSimpulan ..o e e 75
L2, SAraNn . 78

DAFTAR REFERENSI
LAMPIRAN

Universitas Indonesia
Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012






BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perangkat hukum khususnya Undang-undang harus degragikuti dan
memenuhi kebutuhan dan perkembangan kegiatan uS@teatkan dengan asas
legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yandgoemduan suatu kepastian
hukum dihadapkan pada realita dimana masyarakaf yarus berkembang
seiring kemajuan teknologi menjadi masalah berkadengan hal yang tidak atau
belum diatur dalam suatu peraturan perundang-umdhargrena tidak mungkin
suatu peraturan perundang-undangan dapat mengaalaskehidupan manusia
secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraterandang-undangan tidak
jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat yaddekosongan hukum
(rechtsvacuunt di masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan UU Noahiiht2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UUPT”) merupakan undang-undeamy meningkatkan
peranan perseroan terbatas dalam pembangunan pen@ko nasional dan
sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi ikis@ha-usaha yang selalu
berkembangan di era globalisasi.

Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum, disebegai badan
hukum, suatu perseroan terbatas mempunyai kewemahngia dan kewajiban dan
tanggung jawabnya tersendiri yang terlepas dariekanwgan, hak dan kewajiban
dan tanggung jawab organ perusahaan, yaitu RapatnmJfPemegang Saham
(“RUPS"), anggota Direksi dan Dewan Komisaris peyaa terbatas tersebut.
Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mese selama dan

sepanjang mereka menjalankan tugas sebagaimanayaestereka hanyalah

! Tidak ada pengertian atau definisi yang baku meaigkekosongan hukunregchtsvacuum

namun secara sempit “kekosongan hukum” dapat kkertsebagaisuatu keadaan kosong atau ketiadaan
peraturan perundang-undangan (hukum) yamgengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”
sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif Iébgat dikatakan sebagai “kekosongan undang-
undang/peraturan perundang-undangan”.
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merupakan agen bagi perseroan dan karenanya teldinggung jawab atas
seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang meralkakdn yang mengatas
namakan perseroan terbatas.

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum, pakiekatnya
merupakan persekutuan modal, yang mana modal dadéaseroan selanjutnya
dibagi-bagi ke dalam saham-saham yang merupakamaaunjukkan besarnya
bagian penyertaan dari setiap penyetor modal kedgearseroan. Selanjutnya
perseroan terbatas tersebut dapat menempatkan rkepatla perusahaan lain
atau dalam rangka mendirikan perusahaan sebag& peaisahaan, yang
demikian perusahaan yang menempatkan modal terskbeibut juga sebagai
perusahaan indulpérent comparf.

Banyaknya anak perusahaan yang dibentuk oleh gexrasanduk yang
tidak lain adalah untuk meningkatkan nilaalue perusahaan induk, dan untuk
mendapatkan revenue yang sebesar-besarnya, namun dikarenakan anak
perusahaan merupakan legal entitas yang mandiri tdgpisah dari induk
perusahaan maka perusahaan induk tersebut harupum@aenerapkan strategi
baru untuk mengantisipasi hal tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh suatu peaasainduk saat ini
adalah membuat Charter Hubungan Korporasi Dengan Batar Anak
PerusahaarCharter ini bertujuan untuk mengatur pembagian gugsewenang,
sinergi, koordinasi dan komunikasi antara perusale@uk sebagai penanggung
jawab dan pengawas usaha / kegiatan dengan anaéapaan sebagaperating
arm dari perusahaan induk dalam pencapaian strategipuma pelaksanaan
operasional guna mencapai kepentingan yang tefbaithe best interest of the
companypagi perusahaan induk.

Anak perusahaan dalam hal ini merupakan perusgheraisahaan yang

dikendalikan secara langsung dan mayoritas sahauwtinyiéiki oleh perusahaan

2 Berdasarkan Black’s Law Dictionary, him 344, disédan bahwaParent company atau parent
corporation adalah A corporation that has a controlling interest imaher corporation (called a
subsidiary corporation), usu. Through ownershipraire than one-half the voting stock”.
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induk dan merupakan kepanjangan tangatrafegic operating armArmed
Length)perusahaan induk dan anak perusahaan berperansaredian kegiatan
operasi di bidang usaha sesuai sasaran yang takthp#tan dengan mengacu
kepada strategi dan sasaran perusahaan induk sebdghk yang dituangkan
dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPRgleana Kerja Anggaran
Perusahaan (RKAP) perusahaan induk tersebut. Detgyaikian sebagai induk
perusahaan dari anak perusahaan mempunyai kewendalgan pengembangan
kebijakan dan bisnis strategis dan melakukan peaganvatas aspek operasional
bisnis anak perusahaan agar pelaksanaan tersgiaitteldaksana.

Prinsip perpanjangan tangaarrfi-length) agar bisa memenuhi strategi
perusahaan induk dalam rangka persaingan dengansgb@an lainnya
memerlukan kepastian hukum, maka dengan adanydeCliarbungan Korporasi
Dengan Dan Antar Anak Perusahaan tersebut dimaksudiebagai tanda
kewenangan yang kuat bagi pemegang saham.

Dalam uraian tersebut diatas, nampak bahwa pemefagaim seharusnya
tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya aturaruhrukecara formil, tetapi lebih
penting adalah sejauh mana penerapan aturan-atgeara benar sehingga
substansi hukum terpenuhi. Selain hal tersebugpatddampak ketidakpastian
hukum mengenai kewenangan Pemegang Saham sebagailURaum Pemegang
Saham yaitu sebagai salah satu Organ Perseroanmyamgiki wewenang yang
tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisadalam batas yang
ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaasar. Sebab disatu sisi,
UUPT juga telah secara tegas menyebutkan bahwakdDirmenjalankan
pengurusan perseroan untuk kepentingan persercarsefaiai dengan maksud
dan tujuan perseroan, dan disebutkan pula bahvek$)iberwenang menjalankan
pengurusan dengan kebijakan yang dipandang tegdatndatas yang ditentukan
dalam Undang-undang dan/atau anggaran dasar. Bekdashal tersebut di atas,
maka Penulis tertarik dalam melakukan penelitiartukinmenyusun tesis
mengenaiANALISIS YURIDIS PENERAPAN CHARTER HUBUNGAN
KORPORASI DENGAN DAN ANTAR ANAK PERUSAHAAN.
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Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikabelsennya, maka

permasalahan yang dirumuskan di dalam pokok petatesayang akan dibahas

dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pembenar penerapan Charter Hubunggrondési dengan
dan Antar Anak Perusahaan?

2. Bagaimana kekuatan hukum mengikat Charter Hubunigarporasi
dengan dan Antar Anak Perusahaan terhadap anakpsmmakahaan dan
bagaimana implikasi hukumnya?

3. Bagaimana tanggung jawab Direksi, Dewan Komisadas &emegang
Saham dengan adanya Charter Hubungan Korporasiademgn Antar
Anak Perusahaan yang berkaitan dengan dokiltmna vires intra vires

danpiercing the corporate veil?

Tujuan Pendlitian
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meniaer penjelasan

mengenai hukum korporasi di Indonesia, khususnyaumgan antara induk

perusahaan dengan anak perusahaan.
Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adsd¢ddagai berikut.

1. Untuk memberikan penjelasan dasar penerapan Chéttdrungan
Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan.

2. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum mengégmhubungan
anak perusahaan dengan induk perusahaan setelatyaadzharter
Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusateasabut.

3. Untuk memberikan penjelasan tanggung jawab Diréawan Komisaris
dan Pemegang Saham dengan adanya Charter Hubungaor&si
dengan dan Antar Anak Perusahaan tersebut.
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M etode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitiaguridis normatif dengan metode

kepustakaan.®* Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis

menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumiik mengumpulkan
data sekundet.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian @ricakup

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempukgkuatan
mengikat di masyarakat, seperti peraturan perurdadgngan,
yurisprudensi, dan lain-lain.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikamelasan
mengenai bahan hukum primer seperti buku—bukigadtulisan, artikel—
artikel, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengaiktpenelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikatunpg&k dan
penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hskkonder. Dalam
penelitian ini digunakan kamus dan ensiklopedia.

Selain data sekunder, untuk mendukung penelitian ganeliti juga
membutuhkan data primer yang diperoleh melalui weaea® Wawancara
dilakukan terhadap narasumber yang ahli dan berktenp dengan pokok

permasalahan yang akan diteliti.

Sistematika Penulisan

Dalam membahas masalah pada tesis ini serta meroaman penulisan
yang tersebut di atas, maka disusun sistematikalipan dengan pembabakan,
yakni dengan membagi pokok pokok tulisan kedalga liab, yang tiap-tiap bab

akan dirinci lagi kedalam bagian bagian yang ldkebil sesuai dengan urutan

% Soerjono  Soekantd?engantar Penelitian Hukum(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,

1986), him. 52.

* Sri Mamudii,et al., Metode Penulisan dan Penelitian Huk(dakarta: Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 21.

® SoekantoQp. cit.
& Mamudii, Op. cit, him. 6.
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permasalahan. Adapun sistematika penulisan inraegais besar adalah sebagai
berikut:

Bab pertama, menguraikan tentang latar belakang permasalgiakaok
permasalahan, tujuan penelitian, metode peneliti@nangka konseptual dan
tentang sistematika penulisan tesis ini.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum tentang pemarap
Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anakddaan terhadap anak
perusahaan dam analisa dasar pembenar penerapdar Chéoungan Korporasi
dengan dan Antar Anak Perusahaan pada suatu peaamsdberta tinjauan umum
tentang hukum perusahaan, yang meliputi kewenanbak, dan kewajiban
sekaligus pertanggungjawaban Direksi dan Rapat UPemegang Saham dalam
pengelolaan perusahaan yang diatur dalam pergperandang-undangan.

Bab Ketiga, menguraikan tentang kesimpulan dan saran daligan

tesis ini.
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BAB I1
TINJAUAN TEORITISDAN ANALISISYURIDISPENERAPAN CHARTER
HUBUNGAN KORPORASI DENGAN DAN ANTAR ANAK PERUSAHAAN

1.1.  Analisis Yuridis Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak
Perusahaan

Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anakudadaan
merupakan instrumen hukum yang dipergunakan PTlahdanelakukan kontrol
terhadap anak-anak perusahaan yang dibentuknyg, tigiak lain dipergunakan
agar kebijakan perusahaan induk dapat diterapkpadeeanak perusahaan sesuai
dengan kegiatan anak perusahaan yang dibentukrglainHmerupakan suatu
bentuk strategi agar bisnis perusahaan induk dergek perusahaan lebih
terarah dan teratur.

Sebagai salah satu objek penulis dalam tulisaradalah PT X yang
merupakan badan usaha yang bergerak di bidang uselyak dan gas bumi.
Sebagai perusahaan induk yang memiliki atau melegelmanyak anak
perusahaan, saat ini PT X menerapkan strategi batuk mengantisipasi
ekspansi bisnisnya. Salah satu langkah dilakukah &T X adalah membuat
Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anakus@daan (untuk
selanjutnya disebut sebag&@harter PT X”) agar pelaksanaan kegiatan strategi
bisnisnya dengan anak perusahaannya lebih efdltif,yang mana hal ini juga
menjadi acuan dan pedoman operasional anak pearsal@a khususnya anak
perusahaannya yang bergerak di pada kegiatan isdifa Penerapan Charter
pada PT X ini ditetapkan melalui Surat Keputusareksi PT X.

Anak perusahaan sebagaimana tersebut diatas marugacusahaan-
perusahaan yang dikendalikan secara langsung dgoritaa sahamnya dimiliki
oleh PT X dan merupakan kepanjangan tan&raiegic Operating Arm/ Armed
Length kegiatan perusahaan induk di bidang hulu dengamildan di istilahkan

" Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yarngtiben atau bertumpu pada kegiatan usaha
Eksplorasi dan Eksploitasi.
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sebagai APEl APH tersebut berperan melaksanakan kegiatan sipdirdidang
hulu sesuai sasaran yang telah ditetapkan dengagame kepada strategi dan
sasaran PT X sebagai induk perusahaan yang ditaardgdam Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Andggamasahaan (RKAP) PT
X. Bahwa PT X sebagai induk perusahaan dari APHsetart sehingga
mempunyai kewenangan dalam pengembangan kebijatabishis strategis dan

melakukan pengawasan atas aspek operasional bignfs

[1.1.1. Tujuan Charter PT X

Di dalam Charter disebutkan bahwa Charter bertujuan untukgeader
pembagian tugas, wewenang, sinergi, koordinasikdanunikasi antara PT X,
terutama Direktorat Huftf sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha /
kegiatan di bawah Direktorat Hulu di PT X, dengaRAbHAsebagaoperating arm
dari PT X dalam pencapaian strategi maupun pelaksarmoperasional guna
mencapai kepentingan yang terbéik the best interest of the compabgyi PT
X.ll

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sepérg tgcantum
dalam ChartePT X ini, serta dalam memenuhi kepentingan pemegangrsdha
pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, Direktdfatu dan setiap APH akan
bertindak dan bersikap sesuai dengan prinsip talalak perseroan yang baik
(good corporate governanceyaitu transparan, akuntabel, bertanggungjawab,
integritas, dan adil, sesuai standar yang berlakBTdX dan APH. Direktorat
Hulu dan APH juga akan bertindak berdasarkan pkattaktek terbaik industri
perminyakan internasional, dengan mematuhi selyefraturan perundangan

yang berlaku, anggaran dasar PT X dan anggaram &&34, serta memenuhi

8 APH merupakan singkatan dari Anak Perusahaan Hugmpakan istilah yang digunakan dalam
PT X untuk menyebut anak perusahaan PT X yang tlikemtuk melakukan kegiatan usaha hulu.

® Surat Keputusan No. Kpts-084/C00000/2009-S0 tantg®ktober 2009 tentang Pemberlakuan
Charter Hubungan Korporasi PT X Dengan Dan AntaakARerusahaan Hulu, him 1.

19 Direktorat Hulu adalah salah satu departemen ldindatruktur PT X yang di pimpin oleh
seorang Direktur Hulu. Lihat bagan No. 1.
1 Charter Hubungan Korporasi PT X Dengan Dan Antaak\Perusahaan Hulu, him 4.
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persyaratan-persyaratan dari pihak eksternal yamgepentingan lainnya yang

dapat berpengaruh kepada operasi PT X dan juga®APH.

[1.1.2. Penerapan Charter PT X

1.

Struktur Korporasi
Adapun struktur korporasi PT X bidang hulu adalebagai berikut®

STRUKTUR KORPORASI

DIREKTUR
UTAMA

DIRECTOR
DIRECTOR INVESTMENT DIRECTOR M.::{T(EECJ::: & QI:EIEISIL?VR DIRECTOR DIRECTOR
UPSTREAM PLANNING & RISK REFINERY GENERAL AFFAIRS EINANCE
MANAGEMENT TRADING RESOURCES

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam struktur kwgsi mencakup?

1. Pelaksanaan usaha bidang hulu dilakukan oleh APHg ya

berbentuk badan hukum tersendiri sesuai dengantupama

perundangan yang berlaku, akan tetapi dikelola raeca

terkoordinasi sebagai suatu korporasi PT X.
2. Hierarki struktur korporasi PT X bidang hulu terditas:
a. PT X sebagai perusahaan indiolling™) dari APH,

mempunyai kewenangan dalam pengembangan kebijakan

2 pid.

13 Charter PT X, him 5.

1 pid.
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dan bisnis strategis dan melakukan pengawasaraspak
operasional bisnis hulu.

b. APH (upstream subsidialy merupakan perusahaan-
perusahaan yang dikendalikan secara langsung dégau/
mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT X , antara laamun
tidak terbatas pada PT X EP, PT X Gas, PT X Geotakr
Energy, PT X Hulu Energi dan PT X Drilling Services
Indonesia, yang berperan melaksanakan kegiataragiper
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dapaken
kepanjangan tangafoperating arm)perusahaan induk di
bidang hulu.

3. Pihak-pihak yang memegang peranan dalam struktgookasi
bidang hulu meliputi:

a. RUPS PT X
Memberikan persetujuan sebagaimana telah ditetapkan
dalam anggaran dasar PT X.

b. Dewan Komisaris PT X
Pengawas atas kebijakan dan jalannya pengurusais bis
PT X secara keseluruhan.

C. Direksi PT X
Penanggung jawab tertinggi atas bisnis PT X damilpe
wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusategisa
selaku wakil pemegang saham mayoritas dalam RUPS
APH.

d. Direktur Hulu PT X (“Direktur Hulu”)

Penanggung jawab dan pengambil keputusan atass bisni

Hulu PT X dan sebagai kuasa Direksi PT X dalam

15 Menurut penulis berdasarkan hasil diskusi dengaf. BPrahasto W. Pamungkas selaku
pembimbing penulis, penggunaan istilablding companydi Indonesia kurang tepat adapun istilah yang
lebih tepat adalaparent companyBandingkan definisdHolding CompanylengarParent Company.
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pengambil keputusan atas kegiatan di APH sesuai
ketentuan anggaran dasar masing-masing APH.

e. Organ Direktorat Hulu PT X
Fungsi pendukung di bawah Direktur Hulu sebagai
penanggung jawab atas pelaksanaan bisnis hulu Rang
ditetapkan oleh Direktur Hulu, memiliki peran sebag
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lanny
dalam APH.

f. Direktur PT X terkait lainnya
Penanggung jawab atas keuangan, umum dan SDM, dan
fungsi terkait lainnya yang ditetapkan oleh DireRSi X
dalam sebagian besar pengambilan keputusan berkaita
dengan Direktorat Hulu maupun APH.

g. Direktorat dan Fungsi Pendukung PT X terkait Igann
Fungsi pendukung di bawah Direktur PT X yang térka
atas keuangan, umum dan SDM, dan fungsi terkaibyai
di bawah Direktur Utama, dan mewakili Direktur Ugam
atau Direktur terkait dalam pengambilan keputusarentu
yang berkaitan dengan Direktorat Hulu maupun APH.

h. RUPS APH
Memberikan persetujuan sebagaimana telah ditetapkan
dalam anggaran dasar APH.

I Dewan Komisaris APH
Pemegang fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan
perundangan, untuk melakukan pengawasan atas
pelaksanaan keputusan bisnis hulu dan untuk mencapa
tujuan korporasi APH dengan tetap memperhatikan
kebijakan korporasi PT X sesuai dengan Charter ini

J- Direksi APH
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Penanggung jawab atas pelaksanaan strategi PT X da
pelaksana atas rencana kerja yang telah disetd@ o
Direksi PT X selaku wakil pemegang saham mayoritas
dalam RUPS APH.

K. Unit Organisasi APH
Pelaksana strategi PT X di APH sesuai arahan Birek
APH yang telah disetujui oleh Direktur Hulu PT X .
4. Peranan pihak-pihak yang tertera dalam poin 3 ds atalam

kaitannya dengan organ APH adalah sebagai berikut:

a.

RUPS APH, dari pihak PT X dapat diwakili oleh $atatu
anggota Direksi setelah mendapat pemberian kuasa da
Direktur Utama PT X..

Dewan Komisaris APH, terdiri dari:

- Direktur PT X

- Pekerja-pekerja Direktorat Hulu yang ditetapkan
oleh Direktur Hulu dalam pengawasan pelaksanaan
kegiatan operasional selaku Komisaris Utama dan
anggota Dewan Komisaris APH. Direktorat Hulu
terwakili secara mayoritas dalam keanggotaan
Dewan Komisaris APH.

- Wakil dari Direktorat PT X lainnya .

- Selain pekerja-pekerja PT X, jika diperlukan, yang
diarahkan untuk memberikan fungsi pengawasan
tambahan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.

Direksi APH dipilih dan diusulkan oleh Direksi PT X

selaku Pemegang Saham APH dari pihak PT X sesuai

anggaran dasar PT X .
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2. Pokok-Pokok Hubungan Korporas antara PT X dengan dan antar
APH.Y

1.

Direktur Hulu merupakan penanggung jawab dan peagawaha/
kegiatan di bawah Direktorat Hulu di PT X, mewalkdireksi PT
X.

Cakupan wewenang dan perwakilan Direktur Hulu dpabi
bertindak selaku wakil PT X dalam RUPS APH dité&atu dalam
surat kuasa yang merinci jenis kewenangan yandegjdsikan,
berlaku selama jangka waktu yang ditentukan, yasetwjui oleh
Direksi PT X.

Direktur dan fungsi terkait PT X lainnya melakskara kegiatan
serta pengawasan fungsional yang bersifat matei&sas tanggung
jawab dan wewenang masing-masing, dengan berkasidin
dengan Direktur Hulu.

Hubungan Korporasi antara PT X dan APH serta aARH
mengutamakan kepentingan PT X secara keselurutergan
didasarkan atas prinsip sinergi guna mencapai lyasily terbaik
untuk PT X dan APH.

Sinergi yang dimaksud pada butir 4 di atas madlipmtara lain:

a. Sinergi untuk kontribusi terhadap pencapaian visisi,
dan strategi PT X ;
b. Sinergi dalam rantai nilai dan proses bisnis Dedit Hulu

yang bersifat strategis, operasional maupun dukuynga

C. Sinergi optimasi biaya melalui sentralisasi dancppaian
skala ekonomis;

d. Sinergi pasar melalui produk dan layanan yang fagrsi
komplementer;

e. Sinergi managerial melalui spesialisasi keahliamn da

kemampuan, alih pengetahuan maupun alih teknologi.

17 Charter PT X. him. 8.
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Aktivitas bidang hulu yang memiliki sinergi sepeyéing diuraikan
pada butir 5 di atas bersifat strategis bagi PTs&cara korporasi
dan oleh karena itu APH yang terlibat harus melakukoordinasi,
mencakup Kkegiatan perencanaan dan pelaksanaan atiibaw
pengarahan Direktorat Hulu. Pengambilan keputuséakukan
oleh Direktur Hulu dan disetujui oleh RUPS APHusesdengan
anggaran dasar APH.

Pengembangan usaha baru yang merupakan bagiakeggatan
pengelolaan porto folio bisnis dilaksanakan olereKibrat Hulu,
dan apabila diperlukan, APH menyiapkan dan memlxeatditas
baru sebagai anak perusahaan APH.

Interaksi dan koordinasi antara Direktorat Hulu gien dan antar
APH untuk hal-hal yang belum tercakup dalam Chartgratau
tidak terkait dengan pengambilan keputusan ditetaploleh
Direktur Hulu.

Direktorat Hulu bertanggung jawab dalam menyusuhij&kean
yang menyangkut hubungan korporasi PT X dengan aofeiar
APH.

Kekuatan Hukum Mengikat Charter

Didalam Charter yang penulis kaji, terdapat Sufaputusan

Nomor : Kpts-084/C0000/2009-S0 tanggal 15 Oktob&0R yang

merupakan bentuk pengesahan atas pemberlakuareCteebut pada

perusahaan induk dan APH. Di dalam Surat Keputusaersebut
disebutkan Direktur Utama PT X memutuskan sebagyakat:

Mengesahkan "Charter Hubungan Korporasi PT X dendgam
antar Anak Perusahaan Hulu”.

Menugaskan seluruh Direksi Anak Perusahaan Huluukunt
memberlakukan Charter ini melalui mekanisme RUPSimga

masing APH.
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- Menugaskan Wakil Direktur Utama, seluruh jajaramekiur PT
X, dan seluruh Komisaris dan jajaran Direksi APHtukn
melaksanakan Charter ini dengan sebaik-baiknya goeacapai
kepentingan yang terbaiko(the best interest of the compabggi
PT X sebagai induk Perusahaan dan APH sebagai jkepgm
tangan ¢perating arm PT X.

- Menugaskan Direktur Hulu cq. Deputi Direktur Pe@amgan dan
Evaluasi Hulu sebagai penanggung jawab Chartedani secara
berkala mengadakan pemutakhiran/ penyempurnaam dalagka
continuous improvemen@ing sesuai dengan perkembangan bisnis
perusahaan.

Adapun dalam Charter tersebut disebutkan agar €hart
mempunyai kekuatan hukum mengikat maka penyusunaarté®
disebutkan dengan telah mempertimbangkan berbagetypan dan
kebijakan yang berlaku seperti praktek-praktek aigrb industri
perminyakan internationalbést practices in international oil and gas
businesy dengan memenuhi peraturan perundang-undanganbgalaku,
anggaran dasar PT X dan APH serta memenuhi petaggparsyaratan
dari pihak eksternal yang berkepentingan lainnyagy@apat berpengaruh
kepada operasi PT X dan juga APH. Dan oleh karem@nsektorat Hulu
maupun APH akan mengembangkan serta menegakkatunaeradan
kebijakan tersebut dalam melaksanakan tugas dan emzawnya
sebagaimana diatur dalam Charter'fi.

Mengacu pada hal tersebut maka dengan memberlalCikarter
ini melalui mekanisme RUPS masing-masing APH diapgdelah
mengikat APH.

18 Charter PT X, him. 4.
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Tinjauan Teoritis Charter Hubungan Korporasi Dengan Dan Antar Anak
Perusahaan

Charter sebagaimana diterapkan oleh PT X tersedmld# pab 1.1 diatas
merupakan mekanisme kontrol perusahaan induk tepghadak perusahaannya.
Hal ini merupakan keputusan strategis pemegangnsakeputusan yang juga
merupakan produk dari salah satu aspek mendasamdsirategi korporasi
(corporate strategy Penerapan Charter ini tentunya memiliki beragdasan,
motif dan tujuan. Namun demikian untuk mengetalpa gang menjadi dasar
pembenar penerapan Charter tersebut oleh PT X usgt@knegang saham
(perusahaan induk) dari anak perusahaan - analsgi&xannya, maka penulis
mencoba memaparkan dari beberapa sudut pandargpsebekut:

Sebagaimana dikutip dari Wikipedia mengenai sakth sujuan dalam
mengorganisir suatu perusahaan dalam bentuk peasanduk dengan anak
perusahaan yang beroperasi pada yurisdiksi yangetier dengan redaksional
aslinya sebagai berikut:

“Operating a corporation as a holding company aneparate
corporations in each state, or operating as a sengbrporation with
registrations as foreign corporations in all thehet states than its home
state, is a matter of choice for the corporatiodisectors and officers
depending on how it operates, damage liability & consequences. A
corporation may find it more advantageous operating separate
companies in each state or jurisdiction, or it nfeyd that operating as a
single organization may make more sense.

One reason for operating as a single corporatiorvihg foreign
corporation status in other states is because gpa@te governance
rules which dictate that the rules of the state nghe corporation is a
domestic corporation apply for certain provisionsck as voting rights,
officer and director protection, and liability fomisconduct. If a
corporation is sued and is considered to have ogeran a fraudulent

manner such as essentially acting as the alter efgthe stockholders
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(especially in the case of a corporation havingyoohe stockholder) the
corporation's existence may be disregarded by thetc This is referred
to as piercing the corporate veil, and is subjexthe rules of the home
state where the corporation is a domestic corpaoratiln the case of
corporations domesticated in Nevada, for exampsepf2007, over the
last twenty years, only twice has the corporaté veen pierced, and in
both cases the corporation’'s owners engaged irdfrau

One reason for operating as a holding company \giparate
domestic corporations is because of potential lipbissues such as in
operating facilities which have high potential libies in the event of
accident or failure. Thus only the assets of thei@aar corporation in
the particular state are at risk in the event dawsuit, as opposed to the
assets of the entire corporate entity. In some s;asecause of ownership
rules, the laws of a jurisdiction may require segiar businesses to be
operated by subsidiaries in order to protect theibass of the subsidiary
from the operations of the parent. This is mostvalent in the case of
subsidiaries which are banks or public utilitiescbuas electric power
companies.

Two additional issues deal with speed and cost.eSstates allow
corporations to be established over the Interneiti shus all it takes is
having an address in that state and a credit c&aorporation can thus
be established in as little as 15 minutes, as lasgne has a registered
agent in the state to which it is to be incorpocater an address if that
state allows the corporation to act as its own dyjerersus several weeks
if the corporation has to be established by mdilome is establishing
many corporations, cost may be an issue. For exanagl of 2007, it costs
over $150 to incorporate in Delaware, while one cagorporate in
Colorado for $50, and both allow corporations to tieartered over the

Internet.”*°

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_corporatioiunduh tanggal 21 Juni 2011.
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Terjemahan bebas dari penulis atas sumber terg@ias adalah sebagai
berikut:

“Mengoperasikan suatu perusahaan sebagai perusatthgndan
perusahaan yang terpisah di setiap Né§aatau mengoperasikan sebagai
perusahaan tunggal dengan pendaftaran sebagaiapaams asing di
semua Negara-negara lain selain dari Negara asabgalah suatu
masalah pilihan bagi direksi dan pejabat perusahiaggantung pada
bagaimana mengoperasikannya, tanggungjawab atasgiker dan
konsekuensi pajak. Suatu perusahaan mungkin akamsan@al ini lebih
menguntungkan apabila beroperasi sebagai perusataaanterpisah di
setiap negara atau yurisdiksi, atau mungkin metsdava beroperasi
sebagai organisasi tunggal mungkin lebih masuk akal

Satu alasan mengoperasikan sebagai suatu perusanaggel
yang berstatus perusahaan asing di negara-negaraadalah karena
aturan tata kelola perusahaan yang menentukan baénaturan negara di
mana korporasi tersebut merupakan perusahaan dkmbstlaku
ketentuan tertentu seperti hak suara, perlindudgaktur dan pejabatnya,
dan tanggung jawab atas kesalahan. Jika sebuabapean digugat dan
dianggap telah beroperasi dengan cara penipuantisppda dasarnya
bertindak sebagailter egodari pemegang saham (terutama dalam kasus
perusahaan hanya memiliki satu pemegang saham) helk@radaan
korporasi tersebut dapat diabaikan oleh pengadilahini disebut sebagai
piercing the corporate veildan tunduk pada aturan negara di mana
korporasi sebagai perusahaan domestik. Dalam kpsogsahaan di
Nevada, sebagai contoh pada tahun 2007, selamautitatahun terakhir,
hanya dua kali tabir perusahaan di tembus, damdiedalua kasus tersebut
pemilik korporasi terlibat dalam penipuan.

Satu alasan mengoperasikan sebagai perusahaan dshgan
perusahaan domestik terpisah dikarenakan potensialaia tanggung

% State dapat artikan sebagai Negara bagian, set@yah adalah di Negara Amerika Serikat.
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jawab seperti di fasilitas operasi yang memilikigrssial tanggung jawab
yang tinggi dalam hal terjadi kecelakaan atau kelgeng Jadi hanya aset
perusahaan tertentu di negara tertentu beresilemndhbl gugatan, yang
bertentangan dengan aset entitas perusahaan sesalaruhan. Dalam
beberapa kasus, karena aturan kepemilikan, hukuimsdiksi mungkin
memerlukan usaha terpisah yang akan dioperasildmaslak perusahaan
untuk melindungi bisnis anak perusahaan dari opémdsk. Ini paling
banyak terjadi pada bank atau utilitas umum sepetusahaan tenaga
listrik.

Dua isu tambahan berurusan dengan kecepatan darm. bia
Beberapa negara memungkinkan perusahaan didirik&alun Internet,
dan dengan demikian yang dibutuhkan adalah menaldmat di negara
itu dan kartu kredit. Sebuah korporasi sehinggaatadirikan dalam
waktu 15 menit, selama seseorang memiliki agenatend di negara
bagian yang ingin didirikan (atau alamat jika negatersebut
memungkinkan bagi perusahaan untuk bertindak sebgganya sendiri),
dibandingkan dengan beberapa minggu jika korpohasus didirikan
melalui surat. Jika seseorang mendirikan banyalusadiaan, biaya
mungkin menjadi masalah. Misalnya, pada tahun 20@rganya lebih
dari $150 untuk mendirikan di Delaware, sementaaagylain dapat
mendirikan di Colorado sebesar $50, dan keduanyanumgkinkan
perusahaan untuk disewakan melalui Internet. "

Mengacu pada informasi tersebut diatas, maka yapgtddigarisbawahi

adalah terdapat banyak alasan mendasar kenapa ukebakmekanisme

membentuk perusahaan induk dengan anak perusanairperusahaan di lokasi

yang terpisah yang meliputi namun tidak terbat&ardnakan faktor yurisdiksi

(terkait dengan regulasi), efektifitas dan biaya.

Dan apabila melihat pada aspek yurisdiksi sebagemaenjadi salah satu

alasan tersebut diatas, maka di Indonesia sendlekganaan pengoperasian

perusahaan dengan mekanisme membentuk perusahalk idan anak
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perusahaan-anak perusahaan perlu mengacu kepaeatulet hukum yang
berlaku di Indonesia khususnya adalah UUPT dantyrara terkait lainnya

(sebagai contoh dalam hal melakukan kegiatan udéihgak dan Gas maka
mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2@@inteMinyak dan Gas
("UU Migas”) dan apabila merupakan badan hukumknikkgara mengacu pula
kepada ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 26@8ng Badan Usaha
Milik Negara ("UU BUMN").

Membentuk anak perusahaan-anak perusahaan sebagaiteesebut
diatas adalah suatu hal yang lazim dalam prakskibj namun apabila dikaitkan
dengan penerapan Charter PT X maka perlu diketebih mendalam apakah
tepat melakukan mekanisme pembentukan perusahadok idan anak
perusahaan-anak perusahaan yang mana PT X selakegaeg saham dapat
melakukan kontrol atau intruksi terhadap managenaarak perusahaan,
mengingat perusahaan induk dan anak perusahaangygakan badan hukum
(legal entity yang terpisah.

Terkait dengan hal tersebut apabila merujuk paddPTUUnaka tidak
terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum asmaka perusahaan dengan
induk perusahan melainkan yang terdapat dalam UW@Balah pengaturan
mengenai peran pemegang saham pada perusahaan. gesn@gang saham
tersebut dilakukan melalui RUPS sebagai organ pmase yang mewakili
kepentingan para pemegang saham. Disebutkan bahyRS Rmempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atawd@h Komisaris, dalam
batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini tsn/anggaran dasat.
Apabila dikaitkan dengan perusahaan induk makaspbéaan induk selaku
pemegang saham mempunyai wewenang terbatas padaisme& RUPS.

Terkait dengan hal tersebut terhadap badan hukustu sperusahaan
(termasuk anak perusahaan) dalam UUPT diatur sedasyékut “terhadap

2 Indonesia (A)Undang-undang tentang Perseroan Terbatds) No. 40 tahun 2007, TLN No.
4756, Ps. 75 ayat 1.
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perseroan berlaku Undang-undang ini, anggaran gesaeroan, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainra.”

Selain pengaturan sebagaimana tersebut diatas, pekalis tidak
menemukan pengaturan secara tegas dan spesifikiyamggatur hubungan antara
induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam W#ATebih lanjut setelah
penulis mengkaji Anggaran Dasar baik perusahaaokimhn salah satu anak
perusahaan PT X tersebut penulis juga tidak menamplengaturan mengenai
penerapan atau pemberlakuan Charter PT X terseiul#t anggaran dasar anak
perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas apabila merujuk ppd yang dimaksud
peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimangi pasal 4 UUPT
tersebut, dan mengingat pula PT X merupakan peaasalyang bergerak di
bidang usaha Minyak dan Gas Bumi maka selain UieTaturan lainnya yang
berkaitan dengan PT X adalah UU Migas. Dan olelerkanya berdasarkan UU
Migas, terdapat pasal terkait yang berbunyi sebaeyakut:*

1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melak(ggiatan

Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.

2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilaktidapat

melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

Penjelasan pada Pasal tersebut menyatakan bahnginget Kegiatan
Usaha Hulu adalah kegiatan pengambilan sumber aaya yang tak terbarukan
yang merupakan kekayaan negara, maka dalam kegiatanegara harus
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi keurak rakyat. Sedangkan
Kegiatan Usaha Hil* merupakan kegiatan yang bersifat usaha bisnis pada
umumnya, di mana biaya produksi dan kerugian yanggkin timbul tidak dapat
dibebankan (dikonsolidasikan) pada biaya Kegiatasahd Hulu. Tidak

22hid., Ps. 4.

2 Indonesia (B)Undang-undang tentang Minyak dan Gas Buti No. 22 tahun 2001, TLN No.
4152. Ps. 10.

% Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan yang beramtilatau bertumpu pada kegiatan usaha
Pengolaan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ataa.Niag
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dimungkinkannya konsolidasi biaya dari Kegiatan hdsddulu dan Kegiatan
Usaha Hilir dimaksudkan juga agar pembagian peremmantara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimakiamd Basal 31 ayat )
menjadi jelas. Dalam hal Badan Usaha melakukan éfa&gi Usaha Hulu dan
Kegiatan Usaha Hilir secara bersamaan harus memibdratdan hukum yang
terpisah, antara lain secara Holding Compaffy

Hal yang sama tercermin juga dalam Pasal lainnddlé& Migas, yang
menyebutkarf®

(2) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetapah

diberikan 1 (satu) Wilayah Kefja

(2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap rsehgkan

beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukng
terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Khusus pada butir kedua Pasal tersebut penjelgganmenyebutkan
bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menghinddekakannya konsolidasi
pembebanan dan atau pengembalian biaya EksplaaskEksploitasi dari suatu
Wilayah Kerja dengan Wilayah Kerja yang lain. Kétem ini juga untuk
mencegah ketidakjelasan pembagian penerimaan d¢anarintah Pusat dengan
masing-masing Pemerintah Daerah yang terkait demgkyah-wilayah kerja

yang dimaksud®

% Bunyi Ps. 31 (6) UU Migas dimaksud yakni “PenemmaNegara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 merupakan penerimaan PewrteriRusat dan Pemerintah Daerah, yang
pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuatupmr perundang-undangan yang berlaku.

%6 Bandingkan definisHolding CompanydengarParent CompanyUUPT tidak mengenal konsep
Holding Company mengingat UUPT mengatur bahwa Perseroan harusporgmi maksud dan tujuan.
Sedangkardolding Companyada hakikatnya adalah perusahaan yang diciptddaatas memiliki saham
pada perusahaan lain namun tidak memiliki kegiatsatha. Sebagaimana di artikan dalam Black’s Law
Dictionary, him. 275, holding company adalahcompany formed to cotnrol other companies, usu.
Confining its role to owning stock and supervisingnagementDalam hal penggunaan istilah yang lebih
tepat penggunaan di Indonesia menurut penulis a&aeent Company

" Indonesia (B)Op. cit.,Penjelasan Ps. 10.
8 bid., Ps. 13.

29 wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam YeireHukum Pertambangan Indonesia untuk
pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

%0 |ndonesia (B)Op. cit.,Penjelasan Ps. 13 ayat 2.
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Mengacu pada hal tersebut, maka UU Migas sebeaammgmberikan
mandat agar membentuk suatu perusahaan yang tasskasi sebagai perusahaan
induk dalam melakukan egiatan usaha hulu dandiilsidang Migas, dan khusus
untuk kegiatan usaha hulu di tegaskan lagi agar bnamdalam suatu badan
hukum yang terpisah untuk masing-masing Wilayah&gligas.

Selanjutnya selain daripada UU Migas tersebutlkumengetahui secara
lebih jauh, maka apabila merujuk kepada Undang-umdasar Negara Republik
Indonesia khususnya seperti yang dirumuskan dalasalR33 BAB XIV UUD
1945, yang menyebutkait:

(2) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama beedasaasas

kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ydagy
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olghrae

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungatiinoghya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar
kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasardataskrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi bdilen,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandisarta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekoasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasadiatur
dalam undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut di uraikan adalsdgsi berikut®

(1) Untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggotgota
masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamdkean
kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomiaosuh
sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekahuaBgagun

perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

%1 Indonesia (C), Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 33.

* Ibid., Penjelasan Ps. 33.
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(2) Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, keorak
bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang proglukgipenting
bagi negara dan yang menguasai hidup orang banwals h
dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk prodjdtsh ke tangan
orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang balityadasinya.

(3) Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidung danyak
boleh ada ditangan orang-seorang.

4) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungndddami
adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itushdikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-begaakkeuran
rakyat.

Mengingat kegiatan PT X salah satunya adalah Kagiatsaha Hulu,
dimana Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan pendambumber daya alam
yang tak terbarukan yang merupakan kekayaan Negelea yang paling terkait
dan perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah pa@a 2 dan ayat 3 dari Pasal 33
UUD 1945, dan oleh karena itu berdasarkan UUD 184Em kegiatan ini
Negara harus memperoleh manfaat yang sebesar-pa@sbhagi kemakmuran
rakyat.

Adapun terdapat penafsiran Pasal 33 ayat (2) dan(dy yang dilakukan
oleh Mahkamah Konsititusi, yang merupakan hasilgpgan undang-undang
yang pertama kali diajukan kepada Mahkamah Korsstitarhadap Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikéengenai penafsiran
ini penulis mengutip dari suatu tulisan Skripsiagdi berikut®

Di dalam putusan Pengujian Undang-undang Nomor aBuil
2002 tentang Ketenagalistrikan yang merupakan pemgwndang-

undang yang pertama kali diajukan kepada Mahkamahstitusi dan

% vansen ArizonaPENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 3BANG

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 19R6ri{andingan Putusan Dalam
Perkara Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 Mengenai PgiaguUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2002
tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkarabio058- 059-060-063/PUU-11/2004 dan 008/PUU-
[11/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomorahdn 2004 tentang Sumber Daya Ahl)m. 81-
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merupakan putusan pertama Mahkamah Konstitusi daphgengujian

undang-undang yang mendalilkan persoalan penguasagara atas

sumber daya ekonomi, dari situ dapat dilihat taf@nting Mahkamah

Konstitusi dalam menjelaskan kedudukan negara barkan frasa

“dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam PasayaB (2) dan ayat (3)

tersebut. Hal itu adalah:

a.

Dalam konsepsi kepemilikan perdata, “dikuasai oleygara”

dipahami sebagai salah satu konsekuensi logis peagn oleh

negara yang mencakup juga pengertian kepemilikdotikpoleh

kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaamn.ala

Pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 3#abg Undang

Dasar 1945 mengandung pengertian yang lebih tiatagi lebih

luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum pardedrena

kepemilikan tersebut lahir dari konstruksi kedaaatakyat yang

dinyatakan dalam hukum tertinggi, yaitu Undang Ungl®asar

1945.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh @nd Undang

Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk:

1)

2)

3)

Mengadakan kebijakarbé¢leid dan tindakan pengurusan
(bestuursdaad) yang dilakukan oleh negaggpemerintah
dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabu
fasilitas perizinan (vergunning) lisensi (licentie) dan
konsesiconcessie)

Pengaturanrégelendaall dilakukan melalui kewenangan
legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan
regulasi oleh Pemerintgdkksekutif)

Pengelolaan (beheersdaad), dilakukan melalui mekeni
pemilikan saham share-holding dan/atau melalui
keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai
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instrumen kelembagaan melalui mana negaa.
Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber
sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

4) Pengawasantdezichthoudensdaadlilakukan oleh negara
c.g Pemerintah agar pelaksanaan penguasaan olehanegar
atas sumber-sumber kekayaan itu benar-benar déakuk
untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Pengertian “dikuasai oleh negara” tidak dapat iti@nt hanya

sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hakslichesudah

dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi reegarpa harus
disebut secara khusus dalam Undang Undang Dadarai8&apun

Pasal 33 tidak tercantum dalam Undang Undang D946,

sebagaimana lazim di banyak negara yang menganténpa

ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma adas
perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan irsgyad
negara berwenang melakukan fungsi pengaturan.

Mengutip pendapat Bung Hatta, makna dikuasai okgfara ialah

bahwa terhadap cabang produksi yang telah dinoli&h negara,

maka negara harus memperkuat posisi perusahaabueragar
kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyedia&adiri

kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak d

menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baikonahsi

maupun asing.

Lima hal di atas akan menjadi pedoman utama badikitaah

Konstitusi dalam memutus pengujian undang-undartatiap Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang memperahdseal

penguasaan negara atas cabang-cabang produkspgmaingg dan sumber

kekayaan alam.
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Mengacu pada penafsiran tersebut maka dapat dikebsthwa untuk
kegiatan Migas yang masuk kedalam terminologi kakayalam yang terkandung
di dalamnya merupakan sesuatu yang harus di kaeésaiNegara. Penguasaan
Negara tersebut dapat berupa Pengelolbaheersdaadyangdilakukan melalui
mekanisme pemilikan sahansh@re-holding dan/atau melalui keterlibatan
langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik NegataBadan Hukum Milik
Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui magarac.q. Pemerintah
mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumbaya&ek itu untuk
digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan pada padaSakatsal 33 UUD
1945 yang menyebutkan “ketentuan lebih lanjut meagpelaksanaan Pasal ini
diatur dalam undang-undang” maka terkait dengargglefaan Negara dalam
instrumen kelembagaan berupa BUMN tersebut makatywan mengenai
pelaksanaannya mendasarkan pada UU BUMN. Dalam UMM disebutkan
bahwa selain organ BUMN, pihak lain manapun dilgraampur tangan dalam
pengurusan BUMN

Merujuk pada pasal tersebut di dalam penjelasame@yebutkan bahwa
agar Direksi dapat melaksanakan tugasnya secaralinmapihak-pihak luar
manapun, selain organ BUMN tidak diperbolehkan gainpur tangan terhadap
pengurusan BUMN. Termasuk dalam pengertian cangngain adalah tindakan
atau arahan yang secara langsung memberi pengaiadap tindakan
pengurusan BUMN atau terhadap pengambilan keputisarDireksi. Ketentuan
ini dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian BUMWagai badan usaha
agar dapat dikelola secara profesional sehinggatdagrkembang dengan baik
sesuai dengan tujuan usahanya. Hal ini berlakulpagaDepartemen dan instansi
Pemerintah lainnya, karena kebutuhan dana Depantéiar@ instansi Pemerintah
lainnya telah diatur dan ditetapkan secara tergerddepartemen dan instansi
Pemerintah tidak dibenarkan membebani BUMN dengagala bentuk

%" Indonesia (D)Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negdu No. 19 tahun 2003,
TLN No. 4297, Ps. 91.
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pengeluaran dan sebaliknya BUMN tidak dibenarkarmbiayai keperluan
pengeluaran Departemen dan instansi Pemerintam geenbukuari®

Begitu pula dalam UU BUMN ini tidak terdapat pengah yang tegas
mengenai hubungan antara BUMN dengan anak perusamak perusahaan
BUMN tersebut, namun apabila mendasarkan pada pidaBUMN tersebut
diatas, maka dapat dikatakan dalam hal ini Negalmagai pemegang saham
dalam BUMN juga tidak dapat mempengaruhi secargsiamg BUMN tersebut
melainkan melalui organ BUMN itu sendiri yaitu dal&apasitas sebagai RUPS.
Dan oleh karenanya dalam tata kelola anak perusad@k perusahaan BUMN
tersebut harus tercermin hal yang sama, yakni BUddbagai pemegang saham
anak perusahaannya tidak dapat mempengaruhi dangsaing managemen anak
perusahaan tersebut melainkan melalui organ anaksg®aan tersebut yaitu
sebagai RUPS.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU BUMN vyaitu dalasters
perekonomian nasional, BUMN ikut berperan mengkasibarang dan/atau jasa
yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesarigs kemakmuran
masyarakat. Disamping itu, BUMN juga mempunyai pesdrategis sebagai
pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatkmakan swasta besar, dan
turut membantu pengembangan usaha kecil/ kopeB&IN juga merupakan
salah satu sumber penerimaan Negara yang signifiedam bentuk berbagai
jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Mengingat pentingnya peran BUMN tersebut dalam kmeremian
Negara, menyebabkan adanya pengecualian dalam UdRidi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 7 ayat 7 UUPT, sebagai heriku

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan @dgdua) orang atau

lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dantketempada ayat (5),

serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negar

b.

38 |hid.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012



29

Sebagaimana disebutkan pada pasal tersebut tergaipeip pengecualian

terhadap BUMN yang seharusnya perseroan didirikardasarkan perjanjian,

karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) pemegahgm, namun tidak demikian
terhadap BUMN. Oleh karenanya penerapan kontrol BUkrhadap anak

perusahaan-anak perusahaan BUMN, walaupun merupekanh entitas yang

terpisah, namun dikarenakan untuk tujuan untuk ssbeesar kemakmuran
bangsa sehingga sifat ini merupakan sesuatu yarigkatedan tidak dapat

dipisahkan dari kepentingan Negara. Hal ini leleitliftat lagi dalam hal terdapat
unsur yang merugikan Negara yang dilakukan olehageamen anak perusahaan-
anak perusahaan BUMN maka tetap anak perusahaknpanasahaan BUMN

tersebut tetap dapat dikenakan sanksi yang berieuasanksi pada perusahaan
swasta pada umumnya.

Berdasarkan UU PT dan UU BUMN tersebut diatas, ktitkerdapat
pengaturan yang tegas mengenai hubungan hukumaap&usahaan induk
dengan anak perusahaan-anak perusahaannya, dan emaeng@pakah
memungkinkan perusahaan induk selaku pemegang sat@akukan kontrol
kepada anak perusahaan dengan mekanisme berupgerCRar X tersebut.
Adapun UU Migas mengatur mengenai mandat agar metobe suatu
perusahaan yang tersentrasilasi sebagai perusahdak dalam melakukan
kegiatan usaha hulu dan hilir di bidang Minyak daas, dan khusus untuk
kegiatan usaha hulu di tegaskan lagi agar membalalmdsuatu badan hukum
yang terpisah untuk masing-masing Wilayah Kerjadadig°engertian “membuat
dalam suatu badan hukum yang terpisah untuk masasjg Wilayah Kerja”
walaupun tidak di jelaskan secara tegas namunaédak langsung perusahaan
induk yang membentuk anak perusahaan-anak peruséfiaabut adalah pihak
yang paling berperan dalam kegiatan usaha ini éiledan anak perusahan-anak
perusahaan tersebut pada hakikatnya hanyalah nkamupspecial purpose
vehicles(SPVY)® yang dibentuk khusus oleh induk perusahaan untenenuhi

ketentuan UU Migas dalam melakukan kegiatan usahatérsebut.
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Terkait dengan tidak adanya pengaturan yang tegagemai penerapan

Charter tersebut dapat terjadi ketidakpastian hukteohtsonzekerhejdatau

ketidakpastian peraturan perundang-undangan diarelsat yang lebih jauh lagi

akan berakibat pada kekacauan hukuechtsverwarring. Dalam arti bahwa

selama tidak diatur berarti boleh, selama belum adt cara yang jelas dan
diatur berarti bukan tidak boleff

Terhadap adanya kekosongan hukum dan kemungkinbat alang dapat

ditimbulkan, maka terdapat upaya yang dapat dilakuklalam mengatasi

terjadinya kekosongan hukum tersebut adalah sebagait®*

Penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim

Meski terjadi kekosongan hukum, terdapat suatuaigakrpretasi
atau penafsiran peraturan perundang-undangan Hisdatkukan secara
positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positifgyada bisa diterapkan
pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kaldnglang-undang tidak
jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidakvesledengan zamawoijt
of datg. Berdasarkan Pasal 22 A.B\[gemene Bepalingen van Wetgeving
voor Indonesia; Stb. 1847 : 23dan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970
(pokok-pokok kekuasaan Kehakiman) seorang hakinaktidboleh
menangguhkan atau menolak memeriksa perkara detaignUU tidak
sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Dalam isottl tidak
lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim hamlakwmkan penemuan
hukum ¢echtsvinding. Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses
pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukunmylaiterhadap

peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengé&ahasa lain

%9 Di Indonesia penggunaan istilah Special Purpodecietercantum pada Perpres 19/2005 Ps. 1
(15) yaitu perseroan terbatas yang ditunjuk olemblega keuangan yang melaksanakan kegiatan
Pembiayaan Sekunder Perumahan yang khusus didiukark membeli Aset Keuangan dan sekaligus
menerbitkan Efek Beragun Aset.

Pada sumber lain yaitu Black’'s Law Dictionary, hifd05, disebutkan bahwspecial-purpose
entity atau special-purpose vehichle adalah A bessnestablished to perform no function other than t
develop own, and operate a large, complex project.

“0 Sje Infokum — Ditama Binbangkuri{ekosongan Hukuphim. 3-4.
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penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peratbhrdkum yang
bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwg y@al terjadi. Dengan
perkataan lain, hakim harus menyesuaikan Undangagdengan hal-hal
yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yadg tidak dapat
mencakup segala peristiwva yang timbul dalam makgaréSelain itu
apabila suatu peraturan perundang-undangan isiigk felas maka
hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dagdterikan
keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuaadengksud hukum,
yakni mencapai kepastian hukum.
K ebijakan/prakarsa dari Pembentuk Perundang-undangan

Walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakaatpean
perundang-undangan, namun kedudukan hakim bukardaebagai
pemegang kekuasaan legislatif ataupun eksekutiba¢me badan
pembentuk perundang-undangan) sebagaimana DPR dareriRtah
(Presiden). Keputusan Hakim tidak mempunyai kekudtakum yang
berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakingadhberlaku terhadap
pihak-pihak yang bersangkutan. Ini ditegaskan daRasal 21 A.B.
(Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonegia; 847 : 23
yang menyatakan bahwadkim tidak dapat memberi keputusan yang
akan berlakusebagai peraturan umum”Lebih lanjut ditegaskan lagi
dalam Pasal 1917 KUHPerdata (B.W.) bahtkakuasaan keputusan
hakim hanya berlaku tentang hal-hghng diputuskan dalam keputusan
itu”. Oleh karenanya, dalam upaya mengatasi kekosohg&om di
masyarakat sangat diperlukan kebijakan atau prakatari Badan
Pembentuk Perundangundangan, yang berdasarkan ¢§Jbaaiang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 yaeth
diamandemen) Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatalkdnwa“DPR
memegang kekuasaan membentuk undang-undadgh “setiap
rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Peesidintuk

mendapat persetujuan bersamaPasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945
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menegaskan pula bahwéPresiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang kepada DPRdan “Presiden menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagwnmestinya’
Dalam hal ini berarti prakarsa atau kebijakaali(ical will) dari DPR dan
Pemerintah (Presiden) memegang peranan yang saegihg dalam
menciptakan atau membentuk suatu undang-undaniy (leds peraturan
perundang-undangan) baik mengatur hal-hal atauakeadang tidak
diatur sebelumnya maupun perubahan atau penyengpudaai peraturan
perundangundangan yang telah ada namun sudah s&mkai dengan
perkembangan di masyarakat. Lebih lanjut dalam apayengatasi
kekosongan hukum maka dalam pembentukan peratueanngang-
undangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 10nT2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatdiawa
“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalaises pembuatan
peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya uldimdari
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumugembahasan,
pengesahan, pengundangan, dan penyebarluas&€mudian dalam
Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 ditegaskénvh“Perencanaan
penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu mragLegislasi
Nasional (Prolegnas)” Prolegnas itu sendiri menurut Pasal 1 angka 9
adalah“instrumen perencanaan program pembentukan Undanddug
yang disusun secara berencana, terpadu dan sistgmaProlegnas
menjadi salah satu dari mekanisme program legidkegiena disamping
Prolegnas (pemerintah/eksekutif) yang menampungcarenrencana
legislasi dari departemen-departemen/LPND, jug@afmt mekanisme
program legislasi yang dikelola oleh Badan Legislg3aleg) DPR.
Bahkan juga ada program legislasi yang dikelolah oleasyarakat

(organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat)
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Dan apabila dikaitkan dengan penjelasan atas pasbBlUPT maka
diperjelas pula bahwa berlakunya Undang-undangaimggaran dasar perseroan,
dan ketentuan peraturan perundangan-undangartitiik,mengurangi kewajiban
setiap perseroan untuk menaati asas itikad ‘Bailasas kepantasdh asas
kepatutar!*, dan prinsip tata kelola perseroan yang baiko@l corporate
governanc®) dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud detiggentuan
peraturan perundang-undangan lainnya” adalah sepswaturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan keberadaan damyalgrerseroan, termasuk
peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturarbamean, peraturan

peransuransian, peraturan lembaga keuangan. Daarteridapat pertentangan

*2 Menurut Prof. Ismijati Jenie dalam_http:/www.ugmid/index.php?page=rilis&artikel=927
yang di unduh tanggal 29 Juni 2011, disebutkan At#esl baik berasal dari hukum Romawi. Di dalam
hukum Romawi asas ini disebut Bonafides. Kitab Ungddindang Hukum Perdata mempergunakan istilah
itikad baik dalam 2 pengertian. Pertama, itikadkbdalam pengertian arti subyektif. Dalam bahasa
Indonesia, itikad baik dalam arti subyektif diselgjujuran. Hal itu terdapat dalam pasal 530 KUHP
Perdata dan seterusnya yang mengatur mengenai Weduderkuasa (bezit). Itikad baik dalam arti
subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu &aadiwa. Pengertian kedua yaitu itikad baik datath
obyektif. Dalam bahasa Indonesia disebut kepatdiahini dirumuskan dalam ayat (3) pasal 1338 KUH
Perdata yang berbunyi :"Suatu perjanjian haruksilaakan dengan itikad baik”. Mengutip pasal 1&)8
KUH Perdata, kejujuran (itikad baik) tidak terletpida keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletdl pa
tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihakrdataelaksanakan janji, jadi kejujuran disini bersifa
dinamis. “Kejujuran dalam arti dinamis atau kepatuini berakar pada sifat peranan hukum pada
umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbadgenberbagai kepentingan yang ada dalam
masyarakat.”

3 Asas kepantasan mengacu pada suatu hal yang tgpatnenurut pertimbangan moral atau
nilai etis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

“ Menurut Herry Susanto, S.H., M.H., Not. dalam vitmya http:/www.notaris-ppat-
herrysusanto.com/2010/06/peran-notaris-dalam-mé&i@p.html yang diunduh tanggal 29 Juni 2011
disebutkan Asas Kepatutan secara definisi konsegisitnlk ada ditemukan suatu definisi yang secara
harafiah maupun gramatikal mengenai asas kepatigian namun apabila dipertanyakan mengenai
pengertian dari asas kepatutan tersebut, dapaadili(1) pasal 1339 KUHPer (2) dari penjelasangyan
diberikan J. Satrio bahwa asas kepatutan itu m&earpauatu hal yang mandiri yang dipisahkan dengan
itikad baik berarti kesimpulannya bahwa asas kepatunerupakan suatu pengertian yang luas, yang
memiliki interpretasi yang bermacam-macam, yangiiian oleh para ahli menurut sudut pandang mereka
masing-masing.

%> Menurut Tjiptono Darmadjo dan Hendy M. Fakhruddialam bukunya Pasal Modal di
Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab (Jakarta: Saleembpat, 2006), him 109, istilah corporate
governance dapat diartikan sebagai tata kelolasppaan yang mengatur hubungan antara manajemen
dengan seluruh pemilik kepentingan atas perusafséakeholder). Corporate governance yang efekéihak
menciptakan system yang dapat menjaga keseimbalte@dam pengendalian perusahaan sedemikian rupa
sehingga mampu mengurangi peluang-peluang terjadirkprupsi dan kesalahan mengelola
(mismanagement) serta menciptakan insentif bagiajearuntuk memaksimumkan produktivitas asset
sehingga menciptakan nilai perusahaan yang maksimum
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antara anggaran dasar dan Undang-undang ini yarigkbeadalah Undang-
undang ini®®

Mendasarkan pada hal tersebut maka semua perapgaimdang-
undangan yang berkaitan dengan keberadaan dannyalaRT X selama
dilaksanakan dengan menaati asas itikad baik, leggsntasan, asas kepatutan,
dan prinsip tata kelola perseroan yang bgdo@ corporate governancenenjadi
berlaku dan dapat menjadi dasar pembenar pene@igater PT X terhadap anak
perusahaan-anak perusahaannya. Hal ini juga bekdasaadanya asakex
Specialis Derogat Legi Generdlji dimana UU Migas merupakan ketentuan yang
lebih khusus mengenai kegiatan usaha Migas. Dedgamkian dasar pembenar
dan kemungkinkan penerapan Charter pada PT X yatakokan kegiatan usaha
Migas untuk melakukan kontrol terhadap anak peamsafanak perusahaannya,
walaupun tidak di jelaskan secara tegas namun aséicik langsung dalam UU
Migas, namun mandat untuk membentuk perusahaak ohau anak perusahaan-
anak perusahaan yang terpisah untuk masing-masiayal' Kerja tersebut
adalah merupakan justifikasi bagi perusahaan inkllena merupakan pihak
yang paling berperan dalam kegiatan usaha ini d&arahakan pula anak
perusahan-anak perusahaan tersebut pada hakikaséinyalah merupakan SPV
yang dibentuk khusus oleh induk perusahaan untukenahi ketentuan UU
Migas dalam melakukan kegiatan usaha hulu tersekdaingkan kebijakan
strategis ataupun pengembangan investasi meruga&artusan dari perusahaan
induk.

Selain daripada tersebut apabila dikaitkan dengsdrid alter ego and
piercing the corporate veil sebagaimana tersirand&UPT, yakni*®

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum tatak

terpenuhi;

“® Indonesia (A)Op. cit.,Penjelasan Ps. 4.

*" Asas hukum yang menyatakan peraturan atau Undatepg yang bersifat khusus
mengesampingkan peraturan atau Undang-undang yauigu
“8 Indonesia (A)Op. cit, Ps. 3 ayat 2.
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b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsungumaigak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroatuk
kepentingan pribadi;

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalarbugian
melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

d. Pemegang saham yang bersangkutan baik secara rngngsaupun
tidak langusng secara melawan hukum menggunakaray&ak
perseroan, menjadi tidak cukup untuk melunasi upsmrgeroan.

Dapat dipahami bahwa selama tidak terdapat ung@ditburuk untuk
kepentingan pribadi dan unsur melawan hukum makakulean kontrol terhadap
anak perusahaan bukanlah perbuatan yang dapat mgkapi tabir perusahaan
(piercing the corporate veil)Dengan tidaknya adanya unsur-unsur yang diatur
dalam UUPT tersebut maka secara tidak langsung tetalapat larangan yang

tidak membolehkan penerapan Charter PT X tersebut.

I1.2.1. Penggunaan Istilah Charter
Dalam UUPT tidak terdapat pengaturan mengenai €hadtau
penggunaan istilah Charter, oleh karena itu makailge mencari rujukan lain
untuk mengetahui makna atau pengertian dari pergguistilah Charter, antara
lain sebagai berikut:
Berdasarkan dari sumber Black’s Law Dictionary ken&harter didefinisikan
sebagai berikut’
A legislative act that creates a business or dsfim&orporate franschise.
Cf. Articles of Incorporation.
Corporate charter. A document that one files whb secretary of state
upon incorporating a business
Adapun apabila merujuk pada website www.dictionanwy.com disebutkan
definisi Charter adala?f’

9 Black’s Law Dictionary, him. 228.

%0 http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected3; 8 unduh tanggal 19 Juni 2011.
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The name for articles of incorporation in some as$atas in a corporate

charter.

Apabila merujuk pada definisi-definisi sebagaim#raebut diatas, maka
dapat dipahami bahwa Charter dimaksudkan sebagkunten pemberian
kewenangan dan atau hak istimewa sebagai aturam ¢alam perusahaan atau
antar perusahaan.

[1.2.2. Penerapan Charter dan Akibat Hukum Charter
1. Penerapan Charter

Sebagaimana disebutkan sebelumnya pada Charter PT X
disebutkan bahwa "agar Charter ini mempunyai keltuatikum mengikat
maka penyusunan Charter disebutkan dengan telahpemgmbangkan
berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku sepexktek-praktek
terbaik industri perminyakan internationakeét practices in international
oil and gas busineysdengan memenuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku, anggaran dasar PT X dan APH sertaemeinn persyaratan-
persyaratan dari pihak eksternal yang berkepentitganya yang dapat
berpengaruh kepada operasi PT X dan juga APH. Deim karenanya
Direktorat Hulu maupun APH akan mengembangkan sedaegakkan
peraturan dan kebijakan tersebut dalam melaksanakgas dan
wewenangnya sebagaimana diatur dalam Chartet'ini.”

Dan pula dalam ditegaskan dalam Surat Keputusan Kybts-
084/C0000/2009-S0 tanggal 15 Oktober 2009 yang pad@an bentuk
pengesahan atas pemberlakuan Charter tersebut padg intinya
Direktur Utama PT X menugaskan seluruh Direksi ARHtuk
memberlakukan Charter ini melalui mekanisme RUPSimgamasing
APH. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut terldadtwa terdapat
mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu &Jjzarter tersebut

menjadi berlaku dan mengikat anak perusahaan-aealsghaan PT X.

51 Charter PT X, him. 4.
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Sehingga tidak serta merta Charter menjadi bertideu mengikat anak
perusahaan dalam hal tidak terdapat pengabsahdonréementoleh anak
perusahaan.

Sehubungan dengan penerapan Charter tersebut migka
Gunawan Widjaja dalam bukunya, dikatakan bahwa Areyy Dasar
adalah bagian dari Akta Pendirian yang pada muldmerésikan aturan
main yang mengatur hubungan internal antara pandipgpemegang
saham setelah pengesahan Menteri Hukum dan Haki Agasusia),
Direksi dan anggotanya, dewan komisaris dan paggaanya; namun
demikian dengan di umumkannya Anggaran Dasar tetrstdlam Berita
Negara, maka Anggaran Dasar tersebut berlaku ihardang-undang.
Jadi Anggaran Dasar adalah aturan main yang merggkiap orang yang
berhubungan hukum dengan perseroan terbatas teréebu

Merujuk pada kutipan tersebut, maka Charter PT r{attsudkan
sebagai aturan main yang mengikat bagi tidak haagaperseroan induk
tersebut namun juga bagi anak perusahaan-anakapaarmya.

Terkait dengan perlu tidaknya di tuangkan dalamgsmgn Dasar
perseroan, maka berdasarkan ketentuan dalam UURgema Anggaran
Dasar tersebut diketahui bahwa:

. Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangj-’ﬁya:
a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
b Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
C. Jangka waktu berdirinya perseroan;
d Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan

modal disetor;

2 Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatet. 1, (Jakarta: Forum

Sahabat, 2008), him. 6.

%3 Indonesia (A)Op. cit, Ps. 15 ayat 1.
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e. Jumlah saham, klasifikasi saham apbaila ada bgrikuah
saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekada
setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan
komisaris;

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan, RUPS

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian

anggota direksi dan dewan komisaris;

I. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

. Anggaran Dasar tidak boleh memdat:
C. Ketentuan mengenai penerimaan bunga tetap atamsaha
d. Ketentuan mengenai pemberian manfaat pribadi kepada

pendiri atau pihak lain.

Mendasarkan pada ketentuan sebagaimana termak&uh JaJPT
tersebut tidak terdapat kewajiban pencantuman kemgan dan
pembatasan kewenangan direksi dalam melaksanakgatdw® perseroan.
Dengan demikian dengan hanya keputusan RUPS, Chartpa harus
dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar tetamt dagengikat
terhadap perseroan.

Namun demikian, apabila hanya berdasarkan keputé&aRS
tersebut, maka hal ini tidak dapat dihormati olehak ketiga karena
tujuan didaftarkannya dalam Daftar Perseroan damuinkan dalam
Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara yang mijggleakan dan
dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM adalah agdragi ketiga yang
berhubungan hukum dengan perseroan terbatas mbogdengan pasti
hal-hal yang terkait dengan perseroan ters&but.

**Ibid, Ps. 15 ayat 3.
* Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatet. 1, (Jakarta: Forum
Sahabat, 2008), him. 16.
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Akibat Hukum Charter

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, Charter dirkaksud
sebagai alat koordinasi yang lebih sistematis, d@endemikian anak
perusahaan di bawah perusahaan induk dapat merk@sueegiatan
bisnisnya dengan induk perusahaan.

Apabila mengacu pada ketentuan UU ,Migas mengatur
pembentukan perusahaan induk, namun dalam UUPTUdarBUMN
tidak membenarkan pihak lain selain organ perusalmampengaruhi
kebijakan managemen perusahaan.

Terkait dengan masalah pertanggungjawaban Direksak a
perusahaan yang diberikan intruksi dari pemegahgmamaka Direksi
akan melaporkan laporan tahunan tiap tutup tahuku kperusahaan,
dimana apabila diterima (endorse) oleh RUPS makdamggung
jawabannya Direksi diakui sebagai bagian dari kdlip perseroan yang
benar dan dapat dibenarkan.

Dalam Pasal 63 UUPdisebutkan sebagai berikut:

(2) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum

dimulainya tahun buku yang akan datang.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk batkun
yang akan datang.

Dalam Pasal 69 UUPdisebutkan sebagai berikut:

(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahamarap
keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris dilakukan oleh RUPS.

(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan
persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksiel pa
ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalanmahrd

Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012



40

3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan terigketi
benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dagotang
Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung
jawab terhadap pihak yang dirugikan.

(4)  Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibkdas
dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada(3yat
apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan &aren
kesalahannya.

Laporan Tahunan adalah laporan yang disampaikaapsethun

oleh Direksi dengan persetujuan dewan komisariskudisetujui, dengan

ketentuan bahwa Laporan Tahunan terdiri dari:

a.

Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kuraryganeraca
akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandirtgagan
tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tatwiu yang
bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan peanbekuitas,
serta catatan atas laporan kuangan tersebut. Lragaaangan
tersebut disusun berdasarkan standar akutansi gaoaiNeraca
dan laporan laba rugi, harus disampaikan kepadaemesesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan mengenai kegiatan perseroan;

Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan uiggq;
mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;

Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah alilakan oleh
Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampai;

Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gajauat
honorariumdan tunjangan bagi anggota Dewan Korsisari
perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Semua laporan tahunan wajib untuk disetujui oleiPRUSebelum

laporan tahunan disampaikan untuk disetujui olelfiPRBUaporan tahunan
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tersebut wajib ditandatangani oleh semua anggotakfi dan semua
anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahuku byang
bersangkutan dan disediakan di kantor perseroak s@pjggal panggilan
RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang sahara. alla anggota
Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak andatangani
laporan tahunan, yang bersangkutan harus menyebatiaannya secara
tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan olehkBirgalam surat tersendiri
yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Selanjuiiig ada anggota
Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ameatangani
laporan tahunan dan tidak memberi alasan secaraliger yang
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laptahanan.

Jika terbukti bahwa laporan keuangan yang disediakrnyata
tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksiashggota Dewan
Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jaesddadap pihak
yang dirugikan. Anggota Direksi dan anggota DewammiSaris
dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabilatdagmbuktikan
sebaliknya bahwa keadaan atau adanya isi laporarangan yang
disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatsebut bukan
karena kesalahannya.

Hal tersebut diatas sebagaimana di utarakan déleah Undang-
undang Hukum Perdatsang menyebutkan Segala perbuatan, untuk mana
para pengurusannya tidak berkuasa melakukannyajalaéin mengikat
perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sunggjah mendapat
manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbutataierkemudian

telah disetujui secara sah.

%6 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ps. 1656.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012



42

1.3 Tinjauan Teoritis Perusahaan dan Anak Perusahaan
11.3.1. Teori Korporas di Indonesia

Terdapat beberapa teori korporasi yang berkembagglas dengan
perkembangan korporasi dari waktu ke waktu dimamai-teori tersebut dapat
membantu untuk memahami berbagai model dan karakezaksi antara fungsi
pengawasan, pengelolaan, dan kepemilikian suapokasi.

Teori yang merupakan induk teori dari teori korgorngang berkembang
dari waktu ke waktu adalah equity theory. Teori nmerupakan teori korporasi
yang menjadi landasan dari berbagai teori korpoyasig ada. Teori ini pada
intinya menjelaskan tentang model hubungan antarasphaan dan pemifik.
Dengan terus dan berkembangnya aspek-aspek sasialyd yang semakin
kompleks melahirkan turunan teori-teori kepemilik@mg mempengaruhi model
governance structursuatu perusahaan. Dalam struktur perusahaanrsaadd,
yaitu:

1. Proprietary Theory
Entity Theory
Residual Equity Theory
Fund Theory

a ~ 0N

Enterprise Theory

Dalam struktur perusahaan terdapat dua model gawmeen yaitu the
Anglo-American atau Common Law model dan the Camiial European model
atau Civil Law model. Kedua model tersebut mempurperbedaan yang

signifikan, yang secara singkat dapat diuraikarmgabberikut®

Anglo-American M odel Continental European M odél
(Common Law M odel) (Civil Law Modél)

1. Adanya dominasi manajemen 1. Adanya dominasi pemegang

perusahaan; saham pengendali;

* Ridwan Khairandi, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundanglamgan, dan
YurisprudensiPenerbit Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 200 148.
%% |bid., him 155.
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2. Fokus pada shareholders; 2. Fokus pada stakeholder;

=

3. Adanya kepemilikan saham 3. Kepemilikan saham publik lebi
publik yang luas; sempit;
4. Hak-hak pemegang sahgm 4. Hak-hak pemegang saham sangat

kuat; lemah;

5. Struktur unitary-board/one-tier 5. Struktur two-level board/ two-
board system; tier board system;

6. Adanya pemimpin tunggal 6. Kepemimpinan berdasarkan
yang berkuasa; konsensus ataupun terbagi;

N

7. Adanya budaya litigasi Budaya litigasi sangat lemah.

pemegang saham yang kuat.

Berdasarkan perbedaan tersebut diatas, terdapabalird system yaitu
bentuk pemisahan struktur dewan apakah dewan ihggumakan one-tier board
atau two-tier boards.

Yang dimaksud dengan one-tier board system adatahsghaan tidak
memisahkan dengan tegas antara fungsi chairmanCé@#h (Chief Executive
Officer) sehingga memungkinkan dijabatnya keduag$umersebut oleh individu
yang sama. Dalam one-tier board, pegawai yang digéwm’s hired officer)
merupakan anggota, atau bahkan mendominasi dewaseitdiri. Dengan kata
lain, pegawai yang disewa perusahaan (firm’s hiticer) mempunyai
kewenangan di bidang pengajuan dan pelaksanaatukepubisnis?

Sedangkan two-tier boards system yang mencakupspbam yang lebih
jelas antara lembaga pengawas dan pihak yang drwasDalam two-tier
boards, pejabat ithggi perusahaan (top corporafieeof menempati dewan
tingkat kedua (subordinat), tetapi secara umum tidiak aktif dalam dewan

tingkat pertama (pengawasan). Pejabat ini mempunglapendensi dari pegawai

% hid., him 18.
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perusahaan yang disewa (firm’s hired officer), ygegawai manajerial senior
perusahaafl’

Indonesia menerapkan two-tier board system, dimagraisahkan dengan
tegas antara fungsi pengawasan oleh supervisorg lo@a fungsi eksekutif oleh
management board (dewan manajemen). Sistem ini agindua organ antara
fungsi manajerial dan fungsi pengawasan, yaitu kuntneningkatkan
independensi direksi non-eksekutif dan memberikaereka kewenangan
tambahan untuk bertindak sebagai lembaga pengawdsadap manajer
perusahaan. Sedangkan dewan komisaris bertugak unengawasi dan
memberikan nasehat kepada managing directors, difiieaamanaging directors
tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, makeameomisaris dapat
memberhentikan mereka dan menunjuk direksi yang, Bar

Organ Perseroan Terbatas di Indonesia terdiri RaPS, Direksi dan
Dewan Komisaris. Di Indonesia kedudukan antara RUPigksi dan Dewan
Komisaris tersebut memiliki kedudukan yang sejafgehingga RUPS bukan
merupakan badan tertinggi di dalam suatu persesetatahnya Dewan Komisaris
dan kemudian Direksi. RUPS memiliki wewenang untulenyetujui atau
menolak antara lain konsolidasi, merger, akusispailitan dan pembubaran
perusahaan, serta pengangkatan dan pemberhentia@anD&omisaris dan

Direksi. Dengan demikian RUPS memiliki kewenangangyterbatas.

Pengertian Perusahaan

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kattuy@erseroan dan terbatas
dimana merujuk pada modal yang terdiri dari sean &aham dan merujuk pada
tanggung jawab pemegang saham yang luasnya habyaate pada nilai nominal
saham yang dimilikinya. Istilah perseroan terbatasg digunakan di Indonesia

mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukugrigndan hukum Jerman.

80 hid., him 17.
51 |hid. him 158.
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Dimana di satu pihak ditampilkan segi sero ataasuatya, tetapi sekaligus disisi
lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yaamgdtas.

Definisi otentik perseroan terbatas ditemukan daRasal 1 angka 1
UUPT. Pasal ini menyebutkan bahwa perseroan texrbag¢aupakan badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, yang didirikardadsarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar ydmglsgya terbagi dalam
saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-ungang melekat pada perseroan
terbatas, yakni:

1. Perseroan terbatas adalah badan hukum;
Perseroan terbatas adalah persekutuan modal;
Didirikan berdasarkan perjanjian;

Melakukan kegiatan usaha;

o & 0D

Modalnya terdiri dari saham-saham.

Setiap bentuk organisasi mempunyai cara tersemaiuk mendelegasikan
kewenangan dan kekuasaan manajemen. Diataibed partnershipdancommon
law private trustbiasanya memberikan hak penguasaan secara pepallake
general partneratautrusteedan hal ini tidak digantikan kepada orang laimptan
adanya alasan yang jelas. Sebaliknya, hukum peaarsabiasanya memberikan
kewenangan atas urusan perusahaan kepada dewksi dieel organ yang sejenis
yang dipilih secara periodik oleh pemegang sahammspbaan. Dengan demikian,
kewenangan pembuatan keputusan perusahaan berasgadi direksi yang
memiliki empat ciri kha§?

1. Direksi dipisahkan dari manajer operasional peragah

2. Dewan secara formal berbeda dari pemegang saharsabaan.

3. Dewan perusahaan itu dipilih oleh pemegang sahaunsaleaan.
4

. Dewan biasanya mempunyai anggota yang besar.

52 hid., him. 17-18.
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11.3.3. Istilah-istilah yang digunakan dalam Grup Perusahaan

1. Grup Perusahaan
A corporate group (or a "group of companies") ix@llection of parent
and subsidiary corporations that function as a &ngconomic entity
through a common source of control. The concejpt gfoup is frequently
used in tax law, accounting and (less frequentiyhpany law to attribute
the rights and duties of one member of the grougntather or the whole.
If the corporations are engaged in entirely differéusinesses, the group
is called a conglomeraf¥.
In Germany, where a sophisticated law of the "comtehas been
developed, the law of corporate groups is a fundaaieaspect of its
corporate law. Many other European jurisdictionss@lhave a similar
approach, while Commonwealth countries and the édh§tates adhere to
a formalistic doctrine that refuses to "pierce tlwdrporate veil":
corporations are treated outside tax and account@sgwholly separate
legal entities’*

2. Holding Company dan Parent Company
Perusahaan induk sering juga disebut dergading companyparent
company atau controlling company berdasarkan hal tersebut penulis memuat
beberapa definisi terkait, sebagai berikut:
Yang dimaksud dengdrmlding companyadalah sebagai berikut:
A holding company is a company or firm that ownlseotcompanies’
outstanding stock. It usually refers to a compatwciv does not produce
goods or services itself; rather, its purpose isawwn shares of other

companies. Holding companies allow the reductionsi for the owners

83 http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_grougiunduh tanggal 21 Juni 2011.
64 |
Ibid.
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and can allow the ownership and control of a numioér different
companies’’

Yang dimaksud denggmarent companyada Wikipedia dimaksud adalah

sebagai berikut:

A parent company is a company that owns enoughgstock in another
firm (subsidiary) to control management and opexasi by influencing or
electing its board of directors. A parent comparguld simply be a
company that wholly owns another company. This advbel known as a
"wholly owned subsidiary®®

Yang dimaksud dengasontrolling companymenggunakan istilatontrol

sebagai berikut:

The word "control" used in the definition of "sutiary” is generally

taken to include both practical and theoretical toh Thus, reference to
a body which "controls the composition” of anothdy's board is a
reference to control in principle, while referent® being able to cast
more than half of the votes at a general meetinbether legally

enforceable or not, refers to theoretical powereThact that a company
has a holding of less than 50% plus one share winebause the holdings
of others are widely dispersed, gives effectivdrobrs not enough to give
that company 'control' for the purpose of determgniwhether it is a

subsidiary”.

Konglomerasi (Conglomerate)

Pada era 1990-an muncul bentuk usaha yang dikeéeafjan nama

“konglomerasi”’, merupakan perusahaan besar yangnbgotakan berbagai

2011.

% http://en.wikipedia.org/wiki/Holding_company#Parecompany diunduh tanggal 21 Juni

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiargiunduh tanggal 21 Juni 2011.
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macam perusahaan dan beranggotakan berbagai macasalpaan dan bergerak
di bidang usaha yang bermacam-maéam.

Sarbini Sumawita menyatakan bahwa konglomerasahdaimpulan dari
berbagai jenis perusahaan, yang masing-masing mefuiigsi dan bidang usaha
yang berbeda, tetapi dikendalikan dibawah naungangmpinan pusaf.

Terkait dengan sistem konglomerasi ini Muladi dawidja Priyatno
dalam bukunya mengatakan bahwa jenis usaha yaggnteng didalam “gurita
raksasa” ini tidak terbatas, vertikal maupun hortag semuanya di raup dibawah
satu naungan usaha, yang kadang-kadang juga sdtmdizmg company. Begitu
kompleksnya gabungan usaha itu sehingga hadirnygl&merasi ini benar-benar
menakutkan./® Ditambahkan juga bahwa konglomerasi itu sebagasil ha
perkembangan dunia usaha dari segelintir orang yagm meraih tingkat
keberhasilan sebesar-besarnya, dan sekaligusgagagai akibatnya, menguasai
bidang ekonomi yang sebesar-besarnya pula. Keamdastampak negatifnya
sangat besar bagi kepentingan rakyat banyak, dzipbeekonomian Negara.
Adapun terdapat istilah konglomerat sebagai berikut

A corporation that owns unrelated enterprises inwéde variety of

industries’?

4. Anak Perusahaan (subsidiary)
A subsidiary corporation. A corporation in whichparent corporation

has a controlling sharé®
Terkait dengan rujukan definisi-definisi dalam sudbentuk grup

perusahaan, maka menurut pendapat Munir Fuady gemg@erusahaan induk

% Muladi dan Dwidja Priyatno,Pertanggungjawaban Pidana KorporasCet. 1, (Jakarta:
Kencana, 2010), him. 43.

% |bid.

lbid., him. 43-44.

™ bid., him 44.

2 Black’s Law Dictionary, him. 297.
3 Ibid., him 345.
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adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk rkesalham dalam satu atau
lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu ettéu perusahaan lain tersebtit.

Pada perusahaan induk terdapat konsentrasi saltemsdengan tujuan
untuk mencapai pengaruh pada perusahaan terteatu cabang perusahaan
tertentu atau dengan maksud untuk mengendalikanigmsentrasi yang
diinginkan dapat dicapai dengan bantuan modal askPerusahaan induk
merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang a@®anya sendiri,
mengeluarkan saham-saham badan usaha lain danedewidng tercapai
dengannya. Maskapai induknéedermaatschappijmelalui kekayaan saham-
sahamnya sebesar 40% hingga 50% dapat mengendaidpamlah maskapai
anak (octermaatschappijon yang kembali lagi melalui pemilikan saham
(aandelenbezjitmenguasai maskapai-maspakai anak lainnya.

Dalam dunia bisnis, kehadiran perusahaan induk pa&an sesuatu yang
lumrah, mengingat banyak perusahaan yang telahkolela kegiatan bisnis yang
sudah sedemikian besar dengan berbagai garapastdeegsehingga perusahaan
itu perlu dipecah-pecah menurut penggolongan higais Namun dalam
pelaksanaan kegiatan bisnis yang dipecah-pecabbtérsyang masing-masing
akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri ndeddim kepemilikan yang
sama dengan pengontrolan yang masih tersentratlatsn batas-batas tertentu;
artinya walaupun perusahaan tersebut telah dippeafih dan menjadi perseroan
terbatas tersendiri; tidak otomatis terpisah mudlak perusahaan induk.

Untuk itu pecahan-pecahan perusahaan tersebutnieeissma dengan
perusahaan-perusahaan lain yang mungkin timbuh t&aebih dahulu ada,
dengan pemilik yang sama atau minimal ada huburdprsus, dimiliki atau

dikendalikan suatu perusahaan yang mandiri pula p&rusahaan induk tersebut.

" Munir Fuady,Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bistiandung: Citra Aditya
Bakti, 1999). hal. 84.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012



11.3.4.

11.3.5.

50

Hubungan Hukum Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan

Induk Perusahaan dan anak perusahaan mempunyaarangglasar
sendiri-sendiri, yang mana perusahaan-perusahasebtg harus menjalankan
usaha seperti yang telah ditetapkan dalam anggisar masing-masing. Dan
“anggaran dasar suatu perseroan terbatas merupakam yang positif bagi
perseroan terbatas itu yang apabila dilanggar al@mgakibatkan transaksi yang

dibuat menjadi bataf®

Peran Organ Perusahaan

Diatas telah dikemukakan bahwa perseroan padadtakik adalah badan
hukum/subjek hukum mandiri dan wadah perwujudamakama para pemegang
saham (persekutuan modal). Kenyataan tersebut ibatalbahwa demi
kelangsungan keberadaannya perseroan mutlak menklamtworgan® yaitu (i)
RUPS dimana para pemilik modal sebagai pihak yamgepentingan berwenang
sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa akanaregstayakan pengurusan
perseroar; (i) Direksi yang oleh UUPT ditugaskan mengurus daewakili
perseroan’® dan (ii) Dewan Komisaris yang oleh UUPT ditugaskantuk
melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepeelesis’

Memperhatikan keadaan tersebut diatas, dapat Hdatabahwa
keputusan-keputusan yang menyangkut struktur csganperseroan (misalnya
perubahan anggaran dasar, penggabungan, pelelpearsahan, pembubaran
dan likuidasi perseroan, dan lain sebagainya),daekkewajiban para pemegang
saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/paaggleeuntungan yang
dibuat perseroan sepenuhnya termasuk wewenang REéaliknya apa saja

yang termasuk dalam organisasi usaha perseroan dibogt untuk mencapai

him. 9.

®1.G. Rai Widjaja,Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PFjaditya Paramita, Jakarta, 1994.

® Indonesia (A)Op. cit.,Ps. 1 angka 2.

" Ibid., Ps. 1 angka 4 jo Ps. 75.

8 Ibid., Ps. 1 angka 5 jo Ps. 92 dan Ps. 97.
9 Ibid., Ps. 1 angka 6 jo. Ps. 108.
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maksud dan tujuan perseroan sepenuhnya menjadineegdireksi dan Dewan
Komisaris. Oleh karena itu, pengangkatan dan pdmebéan karyawan
perseroan, membuka cabang dan melakukan aktiétas bderkenaan dengan
organisasi perseroan selaku badan usaha berada dadevenang Direksi dan

Dewan Komisaris.

1. Peran dan Tanggung Jawab Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepeartisgluruh
pemegan saham dalam perseroan terbatas tersebbhgabSeorgan
perseroan, RUPS memiliki dan melaksanakan semua&rawgan yang
tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa RUPS tidakwakili
salah satu atau lebih pemegang saham, melainkamulsepemegang
saham perseroan terbatas.

Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakamdag
yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tetsetaka pemegang
saham berhak memperoleh keterangan yang berkattagad perseroan
dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjantpuimingan dengan
mata acara rapat dan tidak bertentangan dengantkegen perseroan.

RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi mehtgam
putusan dalam mata acara lain-lain, kecuali seren@egang saham hadir
dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui pendrabamata acara
rapat. Dengan demikian berarti keputusan atas raedma rapat yang
ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perseyaag
mewakili kepentingan para pemegang saham sudah jsseya
mempunyai suatu hal yang tidak dimiliki oleh Direkdan Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT a@laggaran dasar
perseroan tersebut. Jika Undang-undang tidak adegas menyatakan

sesuatu kekuasaan tidak termasuk ke dalam kewanddigeksi ataupun
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Dewan Komisaris, kewenangan tersebut menjadi Remgan RUPS.

Direksi dan Dewan Komisaris hanya mempunyai kewgaansejauh

yang diberikan oleh Undang-undang dan/atau anggdesar’® Dengan

demikian, kewenangan RUPS ini merupakan wewenasijief. Namun

demikian kewenangan eksklusif tersebut dapat judeletasikan jika hal

tersebut memang diperbolehkan oleh UUPT dan anggiasar perseroan.

=4

-~ ® o o

Q

Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT, antara tataa:
Mengubah anggaran dasar persefdan;

Menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalanmulbdain,
selain uand?

Membeli kembali saham yang dikeluark&n;

Menambah modal persero&h:

Mengurangi modal perserodh;

Menyetujui rencana kerja tahunan perserdan:;

Menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan ordap
keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan #tisfils
Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jungalgighan
untuk cadangaff. RUPS juga berwenang untuk menetapkan
sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakak pembagian
dividen kepada pemegang saham, cadangan dan/atshagen

lain seperttantiem bonus untuk karyawdt;

8 bid.,
8 |bid.,
8 Ibid.,
8 |bid.,
8 Ibid.,
% |bid.,
% bid.,
8 bid.,
8 |bid.,
8 Ibid.,

Ps.
Ps.
Ps.
Ps.
Ps.
Ps.
Ps.
Ps.
Ps.

75

19.
34.
38.
41.
44,

ayat 1.

64 ayat 2.

69.

71 ayat 1.

Penjelasan Ps. 71 ayat 1.
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. Mengangkat Direksi®

J- Menetapkan peraturan tentang pembagian tugas darenaeg
pengurusan di antara anggota DireRsi;

k. Mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggoteek3ir dan
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan aleng
perseroar’

l. Menyetujui pengalihan atau dijadikannya kekayaamsgyean
sebagai jaminan utarg;

m. Menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan ipaitas
perseroan sendiri ke Pengadilan Nederi;

n. Memberhentikan anggota Direksi;

0. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentraenszra
anggota Direksi oleh Dewan Komisatfs;

Mengangkat Dewan Pengawas Syafiah;

q. Mengangkat Dewan Komisaris;
r. Mengangkat Komisaris Independ&h;
S. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalana&eddrtentu

untuk jangka waktu tertentd®

bid., Ps. 94.

1 Ibid., Ps. 92 ayat 5.

2 Ibid., Ps. 99 ayat 2.

% Ibid., Ps. 102 ayat 1.

% Ibid., Ps. 104 ayat 1.

% Ibid., Ps. 4 ayat 5 jo. Ps. 105.
% Ibid., Ps. 106 ayat 1 dan 6.
" Ibid., Ps. 109 ayat 2.

% |bid., Ps. 111.

% Ibid., Ps. 120 ayat 2.
190hid., Ps. 118 ayat 1.
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Memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap
sementara®*

Menyetujui rancangan penggabungan Persefan;

Menyetujui pengambilalihan Perseradn;

Membubarkan Perseroaff:dan

Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuiddas
likuidasi Perseroan yang dilakukanrya.

RUPS juga dapat menyetujui untuk menyerahkan atau

melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada orBanseroan lain,

yaitu Dewan Komisaris dalam hal-hal tertentu, sep&t

a.

Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan unjakgka
waktu paling lama 1 tahun. Penyerahan kewenangamapat
diperpanjang untuk jangka waktu yang sdfffa.

Menambah modal Perseroan untuk jangka waktu pdinta 1
tahun'®®

Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dir&Ksi.

Namun demikian, penyerahan kewenangan ini sewaktdew

dapat ditarik kembali oleh RUPS.

19 bid., Ps.
192 bid., Ps.
1931bid., Ps.
194 1bid., Ps.
1% pid., Ps.
19 bid., Ps.
197 bid., Ps.
198 |bid., Ps.
199 bid., Ps.

111 jo Ps. 1109.

123.

125 ayat 4.

142 ayat 1 butir a jo. Ps. 144.
152.

39.

39 ayat 1 dan 2.

41.

96 ayat 2.
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Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi Board of Directos) merupakan organ perseroan yang
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perséfidaciary duty)
mewakili perseroan baik didalam, maupun di luargagiilan berdasarkan
anggaran dasafintra vires. Sedangkan Dewan KomisariBdard of
Commisiones) adalah organ perseroan yang bertanggung jawab
melakukan pengawasan baik secara umum maupun khastia
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankanseroan.
Berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan maasiggnorgan
perseroan sebagaimana tersebut, apabila persereagalami kerugian
atau pailit yang menyebabkan perseroan tidak dayesmianggung beban
kewajiban yang harus dipenuhi, maka pada prinsipyay bertanggung
jawab adalah Direksi wajib dengan itikad baik denyh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk dan kepentingan perserdpabila anggota
Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dafsnjalankan tugas
(ultra vireg, maka setiap anggota Direksi yang bersangkutaarggung
jawab penuh secara pribadi atas kerugian yangndiglarseroan (sampai
kepada harta pribadi), kecuali dapat dibuktikan aBkiwya. Direksi
merupakan personifikasi dari pada perseroan tesbata

Walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pastigenai
kedudukan Direksi dalam suatu perseroan terbatasy yelas, Direksi
merupakan badan pengurus perseroan yang paling,tikgrena Direksi
berhak dan berwenang untuk menjalankan perusateastindak untuk
dan atas nama Perseroan (baik di dalam maupummdpé&ngadilan) dan ia
bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannyaerpars untuk
kepentingan dan tujuan perseroan. Walaupun tangguveap Direksi
demikian besar sebagai pemegang prokuragsoc(ratiehoudey dari
RUPS dan harus bekerja secara profesional (selatyuof skill and carg
bukan berarti bahwa Dewan Komisaris tidak memputg/aggung jawab

dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalahtdrjadi kerugian
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atas perseroan, karena selain Dewan Komisaris daertunengawasi
kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perser@ata snemberikan
nasehat kepada Direksi, juga apabila dalam anggaaser telah
ditetapkan pemberian kewenangan kepada Dewan Kosnismtuk
memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota Biireklalam
melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, makanda#d terjadi suatu
kerugian perseroan atas persetujuan Dewan Komitansgbut, Dewan
Komisaris dapat dimintai pertanggung jawaban atmmkan hukum yang
dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas pefsetu Dewan
Komisaris.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, Direles
Dewan Komisaris diberikan peranan dan kekuasa@mgan konsekwensi:
setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan olegkBl atau Dewan
Komisaris akan dianggap dan diperlakukan sebagadalkian dan
perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindaéi sesngan apa yang
ditentukan dalam anggaran dasautré vires dan tidak melampui batas
kewenangannya. Selama Direksi atau Dewan Komisda& melakukan
pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, makagaer-lah yang akan
menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi attlan/ Dewan
Komisaris tersebut, termasuk apabila mengalamidianuatau kepailitan.
Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi atau Dewamisaris yang
merugikan perseroan, yang dilakukan di luar batewekangan yang
diberikan kepadanya oleh anggaran dashra( vireg, dapat tidak diakui
oleh atau sebagai tindakan perseroan. Dengan éngrtb Direksi atau
Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadis asetiap
tindakannya yang di luar batas kewenangan yangrikidre dalam

anggaran dasar perseroan.
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Tanggung jawab Direksi menurut UUPT:

a.

Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawed karugian
yag diderita pemegang saham yang beritikad baikg y#ambul
akibat pembelian kembali yang batal karena hukusebeit**°
Dalam laporan keuangan yang disediakan ternyatzk tlibnar
dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan angfaaan
Komisaris) secara tanggung renteng bertanggungjaestadap
pihak yang dirugikari**

Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim olBireksi
(Dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tabhuku
diketahui dan perseroan terbukti menderita kerygsmaangkan
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividennmyang
telah dibagikan tersebut kepada perserdan;

Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menja@isbs¢bagai
akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatanmyaka
meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan udiuk atas
nama perseroan oleh anggota direksi yang bersagkigtap
bertanggungjawab terhadap kerugian persettan;

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh @epabadi
atas kerugian perseroan apabila yang bersangketaaldh atau
lalai dalam menjalankan tugasfi{fadan dalam hal Direksi terdiri
atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tangguvajjatersebut
berlaku secara tanggung rentény;

Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibanny

melaporkan kepada perseroan saham yang dimililg@aglireksi

110bid.,
M pid.,
12 1pid.,
13 1bid.,
114 bid.,
115 bid.,

Ps
Ps
Ps
Ps
Ps
Ps

. 37 ayat 3.
. 69 ayat 3.
. 72 ayat 6.
. 95 ayat 5.
. 97 ayat 3.
. 97 ayat 4.
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yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam parsedan
perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalamad&ftusus, dan
akibatnya menimbulkan kerugian bagi perseroan,
bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian noarse
tersebut:*®

Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan peseterbatas
maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karenal&lesa atau
kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup wntonembayar
seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tetsebetiap
anggota direksi secara tanggung renteng bertangaualy atas
seluruh kewajiba yang tidak terlunasi dari hartditpe@rsebut®’.
Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggatk§ yang
salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai tanddoeksi
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusammyataan
pailit diucapkan-*®

Dalam hal direksi diwajibkan untuk meminta persednj atau
bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum direksi kulkdm
perbuatan hukum tertentu. Meskipun UUPT menyatabamva
perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanpamak
lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikadk, bhal
tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawdtadp
anggota direksi, manakal terjadi kerugian padagpeasi*®
Business Judgment Ruleagi Direksi dalam UUPT dapat
ukan pengaturan konkritnya dalam:

Pasal 69 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa aadgjotksi
(dan anggota Dewan Komisaris) dibebaskan dari tamggawb

118 pid.,
17 bid.,
118 bid.,
119 bid.,

Ps. 101 ayat 2.
Ps. 104 ayat 2.
Ps. 104 ayat 3.

Penjelasan Ps

. 117 ayat 2.
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sebagai akibat laporan keuangan yang disediakayatier tidak
benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahesadaan
tersebut bukan karena kesalahannya;

Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa aadgjotksi
tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugiansepean

terbatas jika dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya,;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengesund
dan tujuan perseroan;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pegurusan yag
mengakibatkan kerugian; dan

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 104 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa ten@ueeksi

tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroabik#p dapat

membuktikan:

1. Kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahtau
kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, tkeha

hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan
perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuamgaarse

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
dilakukan; dan

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya

kepailitan.
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Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam UUPT:

a. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan terriydek benar
dan/atau menyesatkan, (anggota Direksi) dan angbaaan
Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jdestdadap
pihak yang dirugikart®

b. Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim ol@ireksi
dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahuku b
diketahui dan perseroan terbukti menderita kerygsmaangkan
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividennmyang
telah dibagikan tersebut kepada persergan;

C. Dalam hal terjadi pengangkatan anggota dewan koisisgenjadi
batal sebagai akibat tidak memenuhi persyarataggreykatannya,
maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukdnk dan
atas nama perseroan oleh anggota dewan komisansluse
pengangkatannya batal, tetap mengikat dan mengujgting
jawab perseroan, namun demikian anggota dewan kosigang
bersangkutan tetap bertanggungjawab terhadap leerugi
perseroar??

d. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itthai#t, kehati-
hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan stuga
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksik unt
kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksudtugem

perseroart®

1201pid.,
2 1pid.,
122 hid.,
123 bid.,

Ps. 69 ayat 3.

Ps. 72 ayat 6.

Ps. 112 ayat 4.

Ps. 114 ayat 1 jo. Ps. 108 ayat 1.
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e. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggundpjasecara
pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bgkssm
bersalah atau lalao menjalankan tugasiya;

f. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) atgydewan
komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut sliatalaku secara
tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Korsi<ari

g. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan k&dalaian dewan
komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pesagu
yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan pemsetodak
cukup untuk membayar seluruh kewajiban komisarisarse
tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan aagijceksi
atas kewajiban yang belum dilun&st.

h. Tanggungawab tersebut berlaku juga bagi anggota abew
Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) talsbeleum
putusan pernyataan pailit diucapKah.

Business Judgment Rubewan Komisaris dalam UUPT:

a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibkdyasdari
tanggungjawab sebagai akibat laporan keuangan geegliakan
ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabakti bahwa
keadaan tersebut bukan karena kesalahatffiya;

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggumgfgkan
atas kerugian sebagaimana perseroan terbatas sapdapat

membuktikan?®

1241bid., Ps. 114 ayat 3.
125 |pid., Ps. 114 ayat 4.
128|hid., Ps. 115 ayat 1.
127bid., Ps. 115 ayat 2.
128 |hid., Ps.69 ayat 4.

1291pid., Ps. 114 ayat 5.
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1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan Bsesua
dengan maksud dan tujuan perseroan;

2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusark€dire
yang mengakibatkan kerugian; dan telah memberikan
nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.

C. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan apatdpat
membuktikan->

1. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya,;
2. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikaddaaik

kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan Bsesua
dengan maksud dan tujuan perseroan;

3. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh
direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan

4. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk ngatte
terjadinya kepailitan.

Business judgment rulenerupakan aturan yang memberikan
kekebalan atau perlindungan bagi manajemen persedaai setiap
tanggungjawab yang lahir sebagai akibat dari tksisgau kegiatan yang
dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kegamatan kekuasaan
yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan b&bgiatan tersebut
telah dilakukan dengan memperhatikan standar kéla#an dan itikad
baik.

130|pid., Ps. 115 ayat 3.
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Business Judgment Ruleadalah prinsip dalam corporate
governance yang telah menjadi bagian dari tradigum common law
lebih dari seratus lima puluh tahun, yang secadidional dipergunakan
sebagai tameng untuk melindungi direksi dari tanggawab setiap
keputusan yang diambilnya. Jika direksi berhak ap@slindungan
business judgment rulmaka pengadilan tidak boleh ikut campur apablagi
mempertanyakan keputusan yang diambil direksi.

Aturan business judgment ruldidasarkan pada konsepsi bahwa
direksi lebih tahu dari siapapun juga mengenai &aadperusahaannya
dan karenanya landasan dari setiap keputusan yemgbitl olehnya.
Untuk itu maka direksi selama dan sepanjang dalasngambil
keputusannya direksi, tidak diperbolehkan untukatgkan tindakan yang
memberikan manfaat pribadisdlf-dealing atau tidak mempunyai
kepentingan pribadipgersonal interegtdan telah melaksanakan prinsip
kehati-hatian dengan itikad baik.

Business judgmernytang diambil direksi tidak dapat ditentang atau
dipertanyakan, kecuali keputusan tersebut telamlaissecara cerobohn(
negligent manngr dilakukan dengan cara curantnifted by fraudl
adanya benturan kepentingasorflict of interest atau didasarkan pada

suatu perbuatan melawan hukutiegality).

11.3.6. Tinjauan Teoritis Asas Hukum Perusahaan
1. Pengertian Piercing the Corporate Veil

Pengakuan bahwa perusahaan adalah badan hukunteypisgh
yang berbeda dari para pemegang saham sering akayasebagai "tabir
inkorporasi Vyeil of incorporationy’. Hal ini karena, ketika sebuah
perusahaan didirikan, pengadilan biasanya tidakihateldi balik tabir
tersebut untuk menyelidiki mengapa perusahaan ibentuk atau siapa
yang benar-benar memegang kontrol. Lebih lanjuik&ekonsep entitas

yang terpisah digabungkan dengan kewajiban terbtdbs perusahaan
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memastikan bahwa para pemegang saham tidak beutaggmvab secara
pribadi kepada kreditur untuk utang perusahaan kaef@alam hal sebuah
perusahaan terbatas pada saham-saham, maka kewagaka terbatas
pada jumlah yang belum dibayar pada nilai nomiaalasn mereka (jika
ada)’®!
Mengenai definisi yang diberikan dalam lingkup wdlimkpiercing
the corporate veibdalah sebagai berikut:
- Black’s Law Dictionary :
The judicial act of imposing personal liability @therwise immune
corporate officer, directors and shareholders fdretcorporations
wrongful acts-*?
- Menurut Wikipedia Dictionary adalah sebagai berikut
Piercing the corporate veil describes a legal dexisto treat the
rights or duties of a corporation as the rights labilities of its
shareholders or directors. Usually a corporation tieated as a
separate legal person, which is solely responsiblethe debts it
incurs and the sole beneficiary of the credit ibveed.
Common law countries usually uphold this princigée separate
personhood, but in exceptional situations may 'g@éror "lift" the
corporate veif-*®
Menurut ilmu hukum perusahaan istilghercing the corporate vell
merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikebagai suatu proses
untuk membebani tanggung jawab ke pundak orangeuisahaan lain,
atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatuspkaan pelaku
(badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwhuptan tersebut
sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersdantmembebankan

tanggung jawab kepada pihak organiser dan manadgisperseroan

131 ipton and Herzberd/nderstanding Company Law, (Sidney: Lawbook Co600m. 35.
132 Black’s Law Dictionary, him 1168.
133 http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the _corpaeaveil, diunduh 14 Juni 2011.
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tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jateabatas dari
perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikhead mereka.

dalam melakukan hal tersebut, biasanya dikatakbwédg@engadilan telah
mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaampier¢ing the

corpporate vejl. Biasanya teomiercing the corporate veihi muncul dan

diterapkan manakala ada kerugian atau tuntutarpdeak ketiga terhadap
perseroan tersebbit!

Namun tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggjavegb
perseroan terbatas apabila terbukti perseroantéerlzidirikan semata-
mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saftak memenuhi
tujuan pribadinya.

Munir Fuady mengemukakan bahwa:

“Doktrin piercing the corporate veilini mengajarkan bahwa

sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawabaseckum

hanya terbatas pada harta atau asset badan huksebut akan
tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jateegebut dapat
ditembus fpiercing sampai kepada harta atau asset para
shareholders atau owners.”

Sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasaganijian,
maka setelah perseroan memiliki status sebagainbda&um pun,
pemegang saham perseroan terbatas tetap dibataggahisekurang-
kurangnya dua orang atau badan hukum. Dalam hakgemy saham
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangkatwadaling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pmmgegaham yang
bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamngadkeorang lain
atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepadalamangika jangka
waktu tersebut telah dilampaui, pemegang saham ketang dari 2 (dua)

orang, pemegang saham bertanggungjawab secaradipabes segala

134 Munir fuady,Op.cit.,hal. 7-8.
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perikatan dan kerugian perseroan, dan atas perraoh@ihak yang

berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubaskaeroan tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan alel{dua)
orang atau lebih tidak berlaku bagi:

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh rzegdau

2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga dlirdan

penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesa&n,leinbaga
lain sebagaimana diatur dalam undang-undang teptsey modal.

Perseroan terbatas setelah pengesahan adalahopaerserbatas
yang telah berbadan hukum. Dalam konteks ini, pgraiiggota Direksi
dan Dewan Komisaris tidak lagi bertanggung jawabaeap perikatan
perseroan. Pendiri sebagai pemegang saham hantandmmg jawab
sebatas modal yang dijanjikan untuk dimasukkan,udecmelakukan
pelanggaran terhadap anggaran dasar perseroan.otan@greksi dan
Dewan Komisaris tidak lagi bertanggungjawab seqarbadi, kecuali
dalam hal terjadinya pelanggaran yang diatur dales®T dan anggaran
dasar perseroan terbatas.

Pada dasarnya, pemberian status badan hukum heearggang
saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pakeglperikatan yang
dibuat atas nama perseroan dan tidak bertangguvelpjatas kerugian
perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun démiklalam hal :

1) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsungumédpk
langsung dengan itikad bauruh memanfaatkan persewno&uk
kepentingan pribadi;

2) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalatugian
melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

3) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsungumédpk
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan
perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroajadnédak

cukup untuk melunasi utang perseroan.
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Maka pemegang saham yang melakukan itikad burulgkenlean
perbuatan hukum atau memanfaatkan harta perseexaras melawan
hukum, demi hukum bertanggungjawab secara pribagi gerikatan dan
kerugian perseroan terbatas.

Selain itu jika setelah perseroan terbatas memglesibatus badan
hukum dan pemegang saham perseroan terbatas mé&nojaaig dari 2
(dua) orang untuk masa lebih dair 6 (enam bulaakaypemegang saham
satu-satunya tersebut bertanggungjawab secara dpriagas segala
perikatan dan kerugian perseroan.

Segera setelah perseroan terbatas memperoleh pbagesdan
berstatus badan hukum, maka perseroan terbates ma@nyelenggarakan
RUPS pertama. RUPS pertamia ini bertujuan untuk:

a. Menerima semua perjanjian yang dibuat oleh peradau orang
lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;

b. Mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timdati
perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yalitggaskan
pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atasna perseroan;

C. Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukamg y

dilakukan atas nama perseroan.

Pengertian Fiduciary Duties
Suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas

(Perseroan) menurut hukum Indonesia dikendalikaeh dDireksi dan
Dewan Komisaris. Adapun dalam hal ini Direksi salagihak yang
berwenang mewakili perseroan baik di luar maupudadam pengadilan

di dalam melakukan tindakannya haruslah sesuai aserkg@wenangan
yang diberikan oleh Perseroan terselfiidu€iary duty. Dengan demikian
segala tindakan yang dilaksanakan adalah merupal@porate actioi

atau merupakan tindakan Perseroan.
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Para anggota Direksi suatu Perseroan , selain mketogjas-tugas
atau kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan olgldang-undang,
yang disebutstatutory duties dia juga harus melaksanakan tugas-tugas
atau kewajiban-kewajiban dari apa yang diselfidutiary duties. Salah
satu darifiduciary dutiesitu ialah bahwa anggota Direksi tidak boleh
melakukan kegiatan yang berada di luar kapasi@s k&wenangannya,
oleh sebab itu dia dianggap telah melakukan kegialtaa vires Inilah
yang dikenal di dalam prinsip hukum perusahgamgberkembang dalam
common law systermebagai”’Doctrine of Ultra Vires”, yang berasal dari
kata Latin untuk artbeyond the powers

Dengan adanya Doktrin ini maka apabila Direksi sugrseroan
melakukan suatu tindakan yang dikemudian hari térbmerupakan
tindakan yang diluar dari kapasitasnya maka Pesisedapat menyatakan
bahwa tindakan tersebut bukanlah merupakan tindd&arPerseroan dan
oleh karenanya tindakan tersebut menjadi tanggawgl) pribadi Direksi
dimaksud.

Pengertian IntraVires
Intra vires adalah perbuatan yang secara eksplisit atau secara

implisit tercakup dalam kecakapan bertindak peeserfyaitu termasuk
dalam maksud dan tujuan perseroan). Agar perbdatkom atas nama
perseroan tetap merukan perbudtdra vires maka diperlukan perangkat
yang dapat membantu organ perseroan. Salah satompad yang
membantu dalam hal ini adalah pedoman pengeloleams@ghaan yang
baik (Good Corporate Governance) Dalam Good Corporate
Govenanrnce terdapat prinsip-prinsip yang memperhatikan
kesinambungan usahaufainability)y perseroan dengan memperhatikan

pemangku kepentingarst@keholdey yaitu transparansitransparancy,
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keadilan fairnesg, akuntabilitas gccountability serta responsibilitas

(responsbility.***

4. Pengertian Ultra Vires

Ultra vires merupakan salah satu dari banyak doktrin yang diken
dalam lingkungan hukum perusahaan di IndonesidaHlsultra vires
sendiri berasal dari bahasa latin, yang berartiltdir” atau “melebihi
kekuasaan” qutside the powgr Ultra vires yang diterapkan dalam arti
luas tidak hanya melingkupi kegiatan yang dilaramigh anggaran
dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tiddérang, tetapi
melampaui kewenangan yang diberikan. Istildtina viresini diterapkan
juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindajamy sebenarnya dia
tidak punya kewenangan, tetapi dilaksanakan sedmiak teratur
(irregular). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolanglsebagai
suatu ultra vires bukan hanya jika tindakannya melampaui
kewenangannya yang tersurat maupun tersirat dalggeaan dasar, tetapi
juga jika tindakannya itu bertentangan dengan tpexa yang berlaku
atau bertentangan dengan ketertiban urtiim.

Secara teoritis doktrinltra viresdapat dibebankan kepada semua
organ perseroan termasuk RUPS, namun secara unasahkin kepada
Direksi. Hal ini dikarenakan Direksi sebagai orgperseroan yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepsaguperseroan
lebih banyak mempunyai peluang melakukan perbudaitknm melampaui
batas kewenangan perseroan.

Ada dua hal yang berhubungan dengan tindak#ra vires

perseroan, yaitt®’

135 Komite Nasional Kebijakan GovernancBedoman Umum Good Corporate Governance
Indonesia 2006(Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governan©@§63, him. 5.

136 Munir Fuady,Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksésisinya Dalam Hukum
Indonesia(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), him. 110.

137 Fred BG Tumbuan, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta KedudulUPS
Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 199makalah kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas
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1. Tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangarg
berlaku serta anggaran dasar perseroan adalahkdamdgang
berada diluar maksud dan tujuan perseroan.

2. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi perseroan darl
kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkantian
yang berlaku, termasuk oleh anggaran dasar perseroa
Dalam perjalanan sejarahnya konsep tradisionaanentitra vires

banyak mengalami modifikasi. Hal ini terjadi seieamdengan

perkembangan dan kebutuhan keadilan bagi pihakepiaag terlibat=®

Dalam hal mana beberapa bagian dari modifikasiebers justru

memberikan kelonggaran terhadap terjadinya suatiakan yangultra

vires guna kepentingan dan kelangsungan daripada transdksuk
melihat sampai seberapa jauh suatu perbuatan ddpattakan
menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan, sghindapat
dikategorikanultra vires juga harus dapat dilihat dari kebiasaan atau
kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.

Secara tradisional, akibat hukum terhadap transaksg bersifat
ultra vires antara lain adalah transaksi tersebut tidak daietsénakan
karena dianggap batal dan tidak mempunyai efekuapapamun sebagai
akibat adanya modifikasi, beberapa akibat hukungyamingkin timbul
dari adanya suatu tindakautra vires juga berkembang, yaitu antara
lain:'*°
1. Hak untuk meratifikasi

Dimana pemegang saham untuk kasus tertentu dinmkagk

untuk meratifikasi tindakan yang tergolongdtra vires. Meskipun

Indonesia tahun ajaran 2001 — 2002), him. 7, daBamawan Widjaja JTanggung Jawab Direksi atas
Kepailitan Perseroan(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), him. 22.

138 Munir Fuady,Op.cit.,him. 126.
139 hid., him. 111.
149 1hid., him.130.
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secara tradisional, hak untuk meratifikasi tersebudak
dibenarkan.

2. Transaksi yang telah dieksekusi
Terhadap transaksi yang telah dieksekusi denganplg@a oleh
kedua belah pihak tidak dapat lagi dibatalkan dergjasarultra
vires

3. Peranan Jaksa
Di negara-negara tertentu, contohnya di beberagara bagian
Amerika Serikat seperti Arkansas dan Washindtbjaksa dapat
memerintahkan perseroan untuk menghentikan tindayaamgy
bersifat ultra vires atau bahkan meminta agar perseroan
dibubarkan.

4. Perbuatan Melawan Hukum Perdata atau Pidana
Terhadap perbuatan melawan hukum perdata ataungidalak
dapat diajukan keberatan dengan jaldra vires.

5. Tanggung jawab pribadi

141 Ultra vires as it relates to corporate acts may lbegely nullified in Washington under RCW

23B.03.040, which states that “corporate action may be challenged on the ground that the corporati
lacks or lacked power ro act “except” in a proceegliby the attorney general under RCW 23B.14.300,”
which in turn states that “the superior courts nmdigsolve a corporation.. in a proceeding by theatey
general if it is established that the corporatioashcontinued to exceed or abuse the authority cade
upon it by law:"Lihat “Washington Corporation Law: Structure of Weéngton Corporations and Avenues
Toward Involuntary Dissolution” copyright 1997 byri& Nelsen http://www.endgame.org/charter-
wa2.htm) diunduh 31 Desember 2009 ddaettion 64 — 106 provides: Defense of ultra viNs.act of a
corporation and no conveyance or transfer of realpersonal property to or by a corporation shall be
invalid by reason of the fact that the corporatiwas without capacity or power to do such act onmtake

or receive such conveyance or transfer, but suck td capacity or power may be assrted:

A.

In a proceeding by a shareholder against thepooation to enjoin the doing of any act or acts or
the transfer of real or personal property by orthe@ corporation.

In a proceeding by the corporation, whether rgtilirectly or through a receiver, trustee, or athe
legal representative, or through shareholders ime@resentative or derivative suit against the
incumbent or former officers or directors of themaration.

In a proceeding by the Attorney-General, asvfged in this act (chapters 1-10 of this title), to
dissolve the corporation, or in a proceeding by Atrney-General to enjoin the corporation, or
in a proceeding by the Attorney-General to enjdime tcorporation from the transaction of
unauthorized busineskihat “631 F2d 547 Terminal Moving and Strorage Co Incifam Realty
Inc v. Terminal Moving and Storage Co Inc” httpgénjurist.org/631/f2d/547/terminal-moving-
and-storage-co-inc-putnam-realty-inc-v-terminal-rmmrand-storage-co-inc ~ diunduh 31
Desember 2009.
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Pada umumnya tindakaunltra vires menjadi tanggung jawab
Direksi atau petugas yang melakukan perbuatan hukusebut.
Namun hal itu tidak selalu mengakibatkan pembebaaaggung
jawab pribadi, tergantung dari kasusnya.

Dikarenakan UUPT Indonesia merupakan suatu UU Yaamyak
mengadopi ketentuan-ketentuan yang mengatur men@emnporate Law
yang berlaku di sistim hukum Common Law maka Doktdltra Vires
juga terlihat penerapannya di sini. Adapun contehegpapan dari Doktrin
Ultra Vires tersebut didalam UUPT dapatlah kitaatilpada ketentuan-
ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan kewamatigeksi suatu
Perseroan.

Merujuk kepada Pasal 97 (2) UUPT ini maka setiaggata
Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikaitk kn good fait)
dan dengan penuh tanggung jawab. Selama hal térdghlankan, para
anggota Direksi tetap mempunyai tanggung jawab y@mnigatas yang
merupakan ciri utama dari suatu Perseroan. Namabilaphal tersebut
dilanggar, artinya anggota Direksi yang bersangkul#dai atau bersalah
dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutarditisaakan tanggung
jawab penuh secara pribadi (Pasal 97 ayat (3) UUMPBlam hal
perseroan dirugikan oleh tindakautra vires Direksi, maka UUPT
memberi fasilitas atau upaya hukum bagi pemegahgnsaatas nama
perseroan, mengugat Direksi yang bersangkutan ydiagur dalam
ketentuan Pasal 97 ayat (6).

Meskipun Doktrin ini terlihat bagus, namun terkaglaoktrin ini
lebih cenderung dipergunakan oleh Perseroan untekgelak dari
tanggung jawabnya. Oleh karena itulah menurut pentérdapat
pengaturarsebagaimana disebutkan pd&sal 95 (5) UUPT, yaitu bahwa
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkatas akerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapalbokékan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atalalerialya;
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b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dduatichatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud darantuju
Perseroan;

C. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsmaypun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang méaikén
kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal ini merupakan merupakan penerapan hukum dakurhu

Common Law yakni penerapamusiness Judgement Rulgaitu aturan

yang melindungi para direktur dari tanggung jawatbauli, bilamana

mereka:

1. bertindak berdasarkan itikad baik good faith;

2. telah emperoleh informasi yang cukupe(l informed/due cane
dan;

secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakag giambil adalah
yang terbaik untuk kepentingan perseroan (havetianed basis for the
business judgement}*

Pada umumnya tindakan direksi memperoleh dan dhgalhkan melalui RUPS,

kecuali dalam hal terjadi pelanggaran terhadap:

a. Tindakan ultra vires, yaitu direksi melakukan tikdia di luar maksud dan tujuan
perseroan;
b. Tindakan yang memerlukan persetujuan special quédengan tujuan untuk

menghindari terjadinya fraud on minority (yaitudakan atau perbuatan melawan
hukum yang dibuat perusahaan yang dalam hal iakalan oleh direksi yang
merugikan kepentingan perseroan secara umum, nueskigl tersebut disetujui

oleh pemegang saham (mayoritas) lainnya).

142 Munir Fuady.Hukum Bisnis dalam teori dan praktefouku kesatu). (Bandung : PT Citra
Aditya Bakti, 1996).
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Setiap pihak yang menyangkal, meragukan, mempexkany keputusan yang
diambil direksi perseroan wajib untuk membuktikenebih dahulu apakah keputusan
yang diambil tersebut telah dilakukan dengan cara:

a. Tidak memenuhi proses, tata cara atau prosedurdiavagbkan;
b. Tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pesse dan para
stakeholdersnya, yaitu bahwa keputusan tersebut:

. Diambil dengan kecurangafrgud);

. Mempunyai benturan kepentingasofiflict of interestdi dalamnya;

. Terdapat unsur perbuatan yang melanggar huklegdlity);

. Terjadinya kelalaian beragross negligenge
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BAB I
PENUTUP

[11.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian, maka penulis dapat menylikap sebagai berikut:

1.

Dalam UUPT tidak terdapat pengaturan mengenai €hagdtau
penggunaan istilah Charter, namun dengan demikeatddipahami
bahwa Charter dimaksudkan sebagai dokumen pembkeaenangan
dan atau hak istimewa yang dapat berupa AnggaraarD&erkait dengan
dasar penerapan Charter PT X, maka mengingat tédd&pat aturan yang
tegas mengatur mengenai hal tersebut maka mendaspakla peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaajalannya PT
X dan dengan ketentuan selama dilaksanakan dengaaatn asas itikad
baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan ptataigkelola perseroan
yang baik §ood corporate governancelapat menjadi dasar pembenar
penerapan Charter PT X terhadap anak perusahakrpanasahaannya.
Hal ini seirama dengan Asaex Specialis Derogat Legi Generalimana
UU Migas merupakan ketentuan yang lebih khusus. abanterdapat
mandat dalam UU Migas untuk membentuk perusahadukidan anak
perusahaan-anak perusahaan yang terpisah untukgyassing Wilayah
Kerja merupakan justifikasi bagi perusahaan indakam melakukan
kontrol terhadap anak perusahaan, terlebih karezrasphaan induk
merupakan pihak yang paling berperan dalam kegiasaha ini dan
dikarenakan pula anak perusahan-anak perusahaaebuér pada
hakikatnya hanyalah merupakan SPV yang dibentulsudwleh induk
perusahaan untuk memenuhi ketentuan UU Migas dafatakukan
kegiatan usaha hulu tersebut sedangkan kebijakategis ataupun

pengembangan investasi merupakan keputusan dasgteran induk.
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Bentuk pengesahan atas pemberlakuan Charter dédakaoielalui Surat
Keputusan yang pada intinya Direktur Utama PT X ugaskan seluruh
Direksi Anak Perusahaan Hulu untuk memberlakukaarteh ini melalui

mekanisme RUPS masing-masing APH. Berdasarkan $eptitusan

tersebut terlihat bahwa terdapat mekanisme yangstdilakukan terlebih
dahulu agar supaya Charter tersebut menjadi bedakumengikat anak
perusahaan-anak perusahaan PT X. Sehingga tid&k reerta Charter

menjadi berlaku dan mengikat anak perusahaan da#rtidak terdapat

pengabsaharefidorsementoleh anak perusahaan. Adapun mendasarkan

pada ketentuan sebagaimana termaktub dalam UURAKk tidrdapat
kewajiban pencantuman kewenangan dan pembatasam&egan direksi
dalam melaksanakan kegiatan perseroan. Dengan identiEngan hanya
keputusan RUPS, Charter tanpa harus dilakukan dermmaubahan
Anggaran Dasar tetap dapat mengikat terhadap pearserNamun

demikian, apabila hanya berdasarkan keputusan RidgRR&but, maka
penerapan Charter tersebut tidak dapat dihormelti pihak ketiga karena
tujuan didaftarkannya dalam Daftar Perseroan damuinkan dalam
Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara yang mijggleakan dan
dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM adalah agdragi ketiga yang
berhubungan hukum dengan perseroan terbatas mbuogdengan pasti
hal-hal yang terkait dengan perseroan tersebut.

Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkaiéngan

kemandirian Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimdiagéur dalam

Undang-undang (yang merupakafiduciaries duties mereka) dan
merupakan batasan bagi RUPS sehingga tidak dapabenian instruksi

kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakuleaau tidak

melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam vesgeDireksi dan

Dewan Komisaris Riercing the Corporate V@il Namun demikian
kemandirian Direksi dan Dewan Komisaris sama sekldhk berarti

bahwa Direksi dan Dewan Komisaris sepenuhnya bedlasn melakukan
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pengurusan dan pengawasan perseroan. KemandirieksDinenyangkut
bidang-bidang yang selayaknya berada dalam kongetsareka yang
menjalankan fungsi memimpin perusahaan, yaitu melageurusan
perseroan dan mengurus kekayaan perseroan. DannDEwmisaris
menyangkut bidang pengawasan atas pengurusan Dir@htra
Vires).Oleh karena Direksi dan Dewan Komisaris terikahdiakekatnya
sendiri sebagai suatu organ yang dibentuk untulerkaggan perseroan.
Dengan demikian Direksi dan Dewan Komisaris bukaja snempunyai
hak-hak untuk mandiri, tetapi juga Direksi dan Daw€omisaris wajib
untuk bertindak mandiri, yaitu membebaskan dirinyari instruksi-
instruksi RUPS. Hal mana di perlukan agar Direksi ®ewan Komisaris
tetap dapat mengarahkan kebijaksanaan-kebijaksaysan pada
kepentingan perseroan. Oleh sebab itu kemandirisek& dan Dewan
Komisaris tidak perlu dipertentangkan dengan kepgah para pemegang
saham, karena kepentingan perseroan tersebut padanya berarti pula
terjaminnya kepentingan semua pemegang saham. Begegpham
adalah subjek hukum yang merupakan pemilik daragdembar saham
yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pemegang saharanlabk orang
Perseorangan dan karenanya setiap tindakan pemeggdragn, yang
dilakukan secara individual tidaklah mengikat pg@megang saham
lainnya. RUPS adalah organ perseroan yang menkiéiienangan sisa
yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Kamsés RUPS
mewakili kehendak dari pemegang saham secara keksahy baik
sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupwsaputsebagai
akibat dari hasil pemungutan suara yang sesuai s#galan dengan
ketentuan Anggaran Dasar dan atau Undang-undarsgrBan Terbatas.
Keputusan RUPS berlaku sebagai aturan internal fergieroan terbatas.
Dalam hal putusan tersebut kemudian disetujui Menteri Hukum dan
HAM didaftarkan dalam Daftar Perseroan, serta diman dalam Berita

negara, maka putusan tersebut mengikat pihak kehgayarakat luas.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012



78

Terkait dengan pertanggungjawaban maka akan
dipertanggungjawabkan oleh Direksi melalui lapai@mnan yang wajib
untuk disetujui oleh RUPS. Jika terbukti bahwa mapotahunan yang
disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkeggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung rerbengnggung
jawab terhadap pihak yang dirugikan. Anggota Diretan anggota
Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawalelbertsapabila dapat
membuktikan sebaliknya bahwa keadaan atau adangpdsan keuangan
yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau nsatiken tersebut bukan
karena kesalahannya.

I11.2. Saran

1.

Perlu di buat aturan yang lebih jelas mengenai nagya@ Charter sebagaimana
dilakukan oleh PT X sehingga dapat lebih tegas tdak terjadi multi
interprestasi dalam penerapannya di Indonesia.

Direksi dan/atau Dewan Komisari perlu memperhatilan menjaga dokumen-
dokumen tertulis terkait dengan kebijakan-kebijakgang dilakukan oleh
perusahaan induk untuk diterapkan oleh anak pemasahdengan demikian
apabila terdapat resiko yang perlu di pertanggualpkan dokumen tersebut dapat
dijadikan sebagai bahan pembuktian oleh Direksi/atan Dewan Komisaris

sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Laporam@atperusahaan.
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A. Proses Kegiatan Strategis
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B. Proses Kegiatan Operasi sesuai dengan RKAP yang telah disetujui

' Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUL, 2012~

Peranan
Pl X APH
Proses ' _ Organ Direktgr Direktorat‘dan 4 ‘
Rups | KOMISANS | oy | Direliur Direidora o f;’;i’:; Pei‘ﬁz‘ng RUPS | Komisaris | Direksi Orgg;‘;;asi
i terkait lainnya

Pengembangan usaha

guna mendapatkan WK D A R R R D N

baru i

Pengembangan usaha
' guna mendapatkan WK D A R R R D R R
‘baru usulan APH
~Pemilihan mitra strategis

dalam rangka memperoleh D A R [ N

WK baru
‘Penentuan Area yang akan

digunakan untuk N D R R D R |
KSO dalam WK eksisting

Pemilihan mitra strategis

dalam KSO di Wilayah D R D N

Kerja eksisting untuk

Tunjuk/Pemilihan langsung

Pemilihan mitra strategis

dalam KSO di Wilayah D

Kerja eksisting untuk D R R R
Penawaran Umum

2,

=
-
oo
5

“Ei\...




Peranan

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012

F’T X Anak Perusahaan
Proses ST Direktorat dan
i ] Organ | Direktur i :
RUPS | Komisaris .o | Direktur | . ‘ . Fungsi RUPS e A Unit
- Direksi s Dx;}ikiorat . l?"(-i:rken:i Pendukung Komisaris | Direksi Organisasi
e B terkait lainnya

Pengelolaan wilayah
kerja eksisting i N -
Pengembangan Usaha D : ‘

= b A R R
selain wilayah kerja
Pemilihan mitra Strategis i
selain wilayah kerja A ! I A A R
(idem)
Pendirian entitas baru N ! | b A D R
Penghentian operasi
usaha {abandonment) N ! D R
Ré!,inquishment wilayah
kerja D A ! D A R

o




Peranan

PT .X Anak Perusahaan
Proses ‘ : Direktorat dan
) : Organ Direktur . ' ;
RUPS | Komisaris .. | Direktur ; o Fungsi RUPS Wk G Unit
Direksi Ml Durggzrat E;:;]al; . Pendukung Komisaris | Direksi Organisasi
' ’ y terkait lainnya
| Pengadaan Barang & o R
| Jasa
Riset, pengembangan D R D |
dan peningkatan kinerja
Perumusan strategi i 8
Health, Safety & D J
Environment (HSE) (Umum@DM) (Umum&SDM)
Pengelolaan HSE N N D R
Catatan:

- Untuk pengembangan usaha APH dengan nilai sama atau lebih dari 2,5% revenue atau 5% equity PERTAMINA, diperlukan keputusan
RUPS PERTAMINA,

; Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012



C. Proses Kegiatan Pendukung

Peranan
PT % Anak Perusahaan
Proses 4 Direktorat dan
e . | Organ Direktur . i
RUPS | Komisaris : . | Direktur : . Fungsi RUPS Sasils \ ; Unit
Direksi Bk Dtrgﬁgrat l:faei;kna;; Pendukung ‘ Komisaris | Direksi Organisasi
Y terkait lainnya

Alokasi dan pembinaan R R | |

SDM (Direksi AP) D A (Umum&SDM)

Alokasi dan pembinaan l ]

SDM (Vice President D A , R

(VP) AP) {UmMum&SDM) (Umum&SDM) |

Alokasi dan pembinaan D R

SDM (Pekerja AP selain N 5 D R

Direhsi don VP) (Umurrf&SDM) {Umum&SDM;

Rekrutmen Pekerja | | |

ﬁnggat il D i (Umum&SDM) (UmumBSDM) | R

tinggi

Rekrutmen Pekerja I D R
| Anak Perusahaan -

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012 ' :




Peranan
PT X Anak Perusahaan
Proses . Direktorat dan |
: W : Organ Direktur ; , g
RUPS | Komisaris e | Direktur | 3 Fungsi el S Unit
Direksi i Dlrsﬁﬁrat LTaei;l;alg Pendukung RUPS Komisaris | Direksi Organisasi
Y terkait lainnya

Perhitungan gaji dan D R
administrasi SDM
Pelatihan dan | | D R

pengembangan pekerja

(materi wajib) (UrmumBSDM) (Umum8SDM)

Pelatihan dan | N D R
pengembangan pekerja ;

| (materi tidak waijib) e

Pengeloléan ‘hubungan N N D R
industrial :

Pengelolaan komunikasi

dan hubungan eksternal % R

(public relation) dan D A =

COI',DO!’E te Social ¥ {Umum&SDM) {Umum&SOM)

ResponsibilitylCSR

Pengelolaan Tl dan

manajemen informasi D R

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012




Peranan
PT w APH
Proses ¥ Direktorat dan ;
RUPS W e U Fungsi RUPS N et
Direksi | ™14 Dxr:ﬁgrat l’_fgrr‘i:;l; Pendukung Komisaris | Direksi Organisasi
terkait lainnya
Pelaporan operasi dan N N '
keuangan N N {Keuangan) (Keuangan) ! D R
Pengelolaan persediaan N N
dan asset N 1 (Keuangan) (Keuangan) e i
Kepatuhan (compliance) | ] | D R
dan manajemen resiko {Keuangan) (Keuangan)
Pengelolaan hubungan : D R
| dengan pemerintah
Pengelolaan aspek | D R
hukum
Pengelolaan aspek |
g:g:?\ uniuk kasus 1 (o iompera) D R
“Audit Internal N N ‘ D R
{Keuangan} {Keuangart)

Audit khusus SPI 0 A R ,
PERTAMINA (Keuangan) (Ksuangan)

; N N
Audit Ekstemal v D A R Pl (et D R N

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012
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